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SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN  

TINGKAT ESELON I 

Dalam penyusunan Laporan Keuangan serta untuk mempermudah Direktorat Jenderal Pajak dalam penyajian 

Laporan Keuangan, maka kami sampaikan Sistematika Penyajian Laporan Keuangan sebagai berikut: 

Sistematika dan Format Penyajian Laporan Keuangan Tingkat Eselon I Direktorat Jenderal Pajak: 

1. Sampul Luar 

Merupakan sampul luar dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak dan 

periode penyampaian Laporan Keuangan. 

2. Sampul Dalam 

Merupakan sampul dalam dari Laporan Keuangan, memuat informasi mengenai Direktorat Jenderal Pajak 

dan periode penyampaian Laporan Keuangan. 

3. Kata Pengantar 

Merupakan pengantar dari Laporan Keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang 

memberikan gambaran ringkas mengenai Laporan Keuangan yang disampaikan.   

4. Daftar Isi 

Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya. 

5. Pernyataan Tanggung Jawab 

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada 

lingkup Direktorat Jenderal Pajak yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh 

Pimpinan Direktorat Jenderal Pajak setiap periode penyampaian Laporan Keuangan. Pernyataan tanggung 

jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut: 

a. pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi Laporan Keuangan yang disampaikan; 

b. pernyataan bahwa Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP; dan 

c. pernyataan Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. 

6. Ringkasan 

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. 

Gambaran ringkasan laporan keuangan terdiri dari: 

a. Ringkasan Laporan Realisasi Belanja dan Pendapatan; 

b. Ringkasan Neraca; 

c. Ringkasan Laporan Operasional; 

d. Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas; dan 

e. Ringkasan CaLK. 
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7. Laporan Realisasi Anggaran  

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja berdasarkan nilai neto, 

yaitu realisasi pendapatan dan belanja bruto setelah dikurangi pengembalian pendapatan dan belanja yang 

masing-masing dibandingkan dengan estimasi dan anggarannya dalam satu periode. 

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan 

Keuangan adalah: 

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah 

laporan yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran 

yang lalu. 

b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, Laporan Realisasi Anggaran yang disampaikan adalah 

laporan yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember 

tahun anggaran yang lalu (Audited). 

8. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana per tanggal tertentu. 

a. Untuk periode semesteran, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 30 Juni 

tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (Audited). 

b. Untuk periode tahunan, laporan Neraca yang disampaikan adalah laporan yang berakhir  31 Desember 

tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu (Audited). 

9. Laporan Operasional 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, 

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan  

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Operasional berdasarkan cetakan 

dari aplikasi SAI yang disampaikan dalam Laporan Keuangan adalah: 

a. Untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan 

yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu. 

b. Untuk laporan keuangan periode tahunan, laporan operasional yang disampaikan adalah laporan yang 

berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran 

yang lalu (Audited). 

10. Laporan Perubahan Ekuitas  

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya.   
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a. Untuk periode semesteran, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang 

berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu. 

b. Untuk periode tahunan, Laporan Perubahan Ekuitas yang disampaikan adalah laporan yang berakhir 

31 Desember tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu 

(Audited). 

11. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang 

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.  

Penjelasan CaLK terdiri atas: 

a. Pendahuluan 

Memuat hal-hal yang terdiri dari: 

¶ Dasar Hukum; 

¶ Kebijakan Teknis; 

¶ Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan 

¶ Kebijakan Akuntansi. 

b. Penjelasan pos-pos Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Anggaran Belanja. 

¶ Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja Semester I dalam CaLK yaitu dengan 

membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 30 Juni tahun 

anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun anggaran yang lalu. 

¶ Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan 

membandingkan antara laporan realisasi pendapatan dan belanja yang berakhir 31 Desember 

tahun anggaran berjalan dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu.  

c. Penjelasan pos-pos Neraca. 

¶ Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan 

neraca per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun 

anggaran yang lalu. 

¶ Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara laporan 

neraca per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan laporan neraca per 31 Desember tahun 

anggaran yang lalu. 

d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional 

¶ Untuk penjelasan Laporan Operasional Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan 

antara Laporan Operasional yang berakhir 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan 30 Juni tahun 

anggaran yang lalu.  
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¶ Untuk penjelasan realisasi pendapatan dan belanja tahunan dalam CaLK yaitu dengan 

membandingkan antara Laporan Operasional yang berakhir 31 Desember tahun anggaran berjalan 

dengan 31 Desember tahun anggaran yang lalu. 

e. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 

¶ Untuk penjelasan neraca Semester I dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan 

Perubahan Ekuitas per 30 Juni tahun anggaran berjalan dengan per 30 Juni tahun anggaran yang 

lalu. 

¶ Untuk penjelasan neraca tahunan dalam CaLK yaitu dengan membandingkan antara Laporan 

Perubahan Ekuitas per 31 Desember tahun anggaran berjalan dengan per 31 Desember tahun 

anggaran yang lalu. 

f. Pengungkapan Penting Lainnya 

Memuat penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan transaksi atau kejadian pada Kantor Wilayah 

yang bersangkutan, yang terdiri dari: 

¶ Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.  

¶ Penjelasan atas Pengungkapan Lain-lain. 
 

12. Lampiran Laporan Keuangan 

a. Neraca Percobaan 

b. LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan 

c. LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja  

d. Neraca 

e. Laporan Operasional 

f. Laporan Perubahan Ekuitas 
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  RINGKASAN 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 213/PMK.05/2013, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 

menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan 

selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Tahun Anggaran 2020 Audited ini telah disusun dan disajikan 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). 

 

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Tahun Anggaran 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, 

selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Realisasi pendapatan negara dan hibah neto 

pada Tahun Anggaran 2020 Audited sebesar Rp1.072.152.698.135.330,00 atau sebesar 89,43 persen dari 

rencana yang dianggarkan sebesar Rp1.198.831.330.226.540,00 yang terdiri dari penerimaan pajak 

sebesar Rp1.072.114.566.093.391,00 atau mencapai 89,43 persen dan penerimaan negara bukan pajak 

sebesar Rp38.132.041.941,00 atau mencapai 480,01 persen dari rencana yang dianggarkan. 

Selanjutnya, realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2020 Audited adalah 

sebesar Rp6.372.169.760.131,00 atau 95,91 persen dari anggarannya sebesar Rp6.643.681.055.000,00. 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan 

sebagaimana Tabel I.1. berikut: 

Tabel I.1. 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Neto 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

Uraian 
31 Desember 2020 

%  
31 Desember 2019 

%  
Anggaran  Realisasi   Anggaran   Realisasi  

Pendapatan 
Negara dan 
Hibah 

1.198.831.330.226.540 1.072.152.698.135.330 89,43 1.577.561.498.251.000 1.332.702.180.568.618 84,48 

Belanja 6.643.681.055.000 6.372.169.760.131 95,91 7.313.333.483.000 6.938.024.085.336 94,86 
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2. NERACA 

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal 

pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2020 

adalah sebesar Rp71.639.521.797.485,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp32.884.818.562.602,00, 

Aset Tetap sebesar Rp38.538.271.588.272,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp118.333.165,00 dan Aset 

Lainnya sebesar Rp216.313.313.446,00.  

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.051.696.650.841,00 yang merupakan 

Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar 

Rp45.587.825.146.644,00.  

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagaimana Tabel I.2. berikut: 

Tabel I.2. 
Ringkasan Neraca 

Per 31 Desember 2020 dan 2019  
(dalam rupiah) 

 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
% Naik / 
(Turun) 

Aset 71.639.521.797.485 66.935.754.119.723 7,03 

Aset Lancar 32.884.818.562.602 28.078.950.880.046 17,12 

    Selain Piutang Perpajakan 433.391.567.564 343.007.149.271 26,35 

    Piutang Perpajakan Neto 32.451.426.995.038 27.735.943.730.775 17,00 

Aset Tetap 38.538.271.588.272 38.665.394.422.899 (0,33) 

Piutang Jangka Panjang 118.333.165 10.911.452 984,49 

Aset Lainnya 216.313.313.446 191.397.905.326 13,02 

Kewajiban 26.051.696.650.841 28.161.213.980.957 (7,49) 

Kewajiban Jangka Pendek 26.051.696.650.841 28.161.213.980.957 (7,49) 

    Utang Kelebihan Pembayaran Pajak (UKPP) 26.040.400.197.051 28.141.345.846.640 (7,47) 

    Selain UKPP 11.296.453.790 19.868.134.317 (43,14) 

Ekuitas 45.587.825.146.644 38.774.540.138.767 17,57 

Ekuitas 45.587.825.146.644 38.774.540.138.767 17,57 

 
 

3. LAPORAN OPERASIONAL 

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan 

pos luar biasa, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan operasional untuk periode sampai 

dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.090.271.963.954.760,00. Sedangkan jumlah beban 

operasional pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.980.960.926.513,00 sehingga terdapat surplus 

dari Kegiatan Operasional pada 31 Desember 2020 senilai Rp1.078.291.003.028.250,00. Kegiatan Non 

Operasional pada 31 Desember 2020 terdapat surplus sebesar Rp33.426.161.246,00 sehingga entitas 

mengalami surplus LO sebesar Rp1.078.324.429.189.490,00 pada 31 Desember 2020. Pada 31 Desember 

2020 LO mengalami penurunan sebesar Rp256.969.503.877.468,00 dari 31 Desember 2019 yang sebesar 

Rp1.335.293.933.066.960,00.  

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan 

sebagaimana Tabel I.3. berikut: 
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            Tabel I.3. 

Laporan Operasional 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan/ Penurunan 
% Naik/ 
Turun 

Kegiatan Operasional         

   Pendapatan Operasional 1.090.271.963.954.760 1.355.488.031.218.450 (265.216.067.263.682) (19,57) 

      Pendapatan Perpajakan 1.090.262.365.238.500 1.355.474.058.697.150 (265.211.693.458.649) (19,57) 

      Pendapatan Negara 
Bukan Pajak 

9.598.716.258 13.972.521.291 (4.373.805.033) (31,30) 

   Beban Operasional 11.980.960.926.513 19.996.598.935.459 (8.015.638.008.945) (40,09) 

        Surplus/(Defisit) dari 
Kegiatan Operasional 

1.078.291.003.028.250 1.335.491.432.282.990 (257.200.429.254.737) (19,26) 

Kegiatan Non Operasional     

     Surplus/(Defisit) Pelepasan 
Aset Non Lancar 

2.428.653.734 8.790.895.523 (6.362.241.789) (72,37) 

     Surplus/(Defisit) dari 
Kegiatan Non Operasional 
Lainnya 

30.997.507.512 (206.290.111.546) 237.287.619.058 (115,03) 

        Surplus/(Defisit) dari 
Kegiatan Non Operasional 

33.426.161.246 (197.499.216.023) 230.925.377.269 (116,92) 

Surplus / (Defisit) ð LO 1.078.324.429.189.490 1.335.293.933.066.960 (256.969.503.877.468) (19,24) 

 

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan 

tahun berjalan dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ekuitas Awal pada tanggal 1 Januari 2020 

adalah sebesar Rp38.774.540.138.765,00. Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai 

Rp45.587.825.146.645,00 sehingga terjadi kenaikan ekuitas sebesar Rp6.813.285.007.874,00 dari ekuitas 

2019 sebesar Rp38.774.540.138.767,00.  

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat disajikan sebagaimana 

Tabel I.4.berikut: 

        Tabel I.4. 
        Laporan Perubahan Ekuitas 

        Per 31 Desember 2020 dan 2019 
        (dalam rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 
Penurunan 

% Naik/ 
Turun 

Ekuitas Awal 38.774.540.138.765 40.319.637.054.325 (1.545.096.915.560) (3,83) 

Surplus/Defisit ð LO 1.078.324.429.189.490 1.335.293.933.066.960 (256.969.503.877.468) (19,24) 

Dampak Kumulatif 
Perubahan Kebijakan 
Akuntansi / Kesalahan 
Mendasar 

- - - - 

Koreksi yang Menambah/ 
Mengurangi Ekuitas 

(5.693.585.743.452) (11.093.162.278.353) 5.399.576.534.902 (48,67) 

Transaksi Antar Entitas (1.065.817.558.438.160) (1.325.745.867.704.170) 259.928.309.266.000 (19,61) 

Kenaikan/Penurunan 
Ekuitas 

6.813.285.007.880 (1.545.096.915.558) 8.358.381.923.434 (540,96) 

Ekuitas Akhir 45.587.825.146.645 38.774.540.138.767 6.813.285.007.874 17,57 
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5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan 

Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-

pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. 

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu 

pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu dalam 

penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat 

diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. 

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi 

tambahan yang diperlukan. 
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I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
 

 
 

 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
   UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 

PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 
 

No Uraian Catatan 

31 Desember 2020 31 Desember 2019 

Anggaran Realisasi 
% Realisasi 
terhadap 
Anggaran 

Realisasi 

A 
PENDAPATAN 
NEGARA DAN 
HIBAH 

 B.2.1.         

A.1 
Penerimaan 
Perpajakan 

 B.2.1.2. 1.198.823.386.175.000 1.072.114.566.093.390 89,43 1.332.659.148.379.666 

A.2 
Penerimaan 
Negara Bukan 
Pajak 

 B.2.1.3. 7.944.051.540 38.132.041.941 480,01 43.032.188.952 

A.3 Penerimaan Hibah  - - - - 

  
JUMLAH 
PENERIMAAN 

  1.198.831.330.226.540 1.072.152.698.135.330 89,43 1.332.702.180.568.618 

B 
BELANJA 
NEGARA 

 B.2.2.     

B.1 Belanja Pegawai  B.2.2.4. 2.830.896.118.000 2.785.953.417.212 98,41 2.683.779.258.260 

B.2 Belanja Barang  B.2.2.5. 3.217.959.391.000 3.027.539.364.551 94,08 3.821.060.425.411 

B.3 Belanja Modal  B.2.2.6. 594.825.546.000 558.676.978.368 93,92 433.184.401.665 

  
JUMLAH 
BELANJA  

  6.643.681.055.000 6.372.169.760.131 95,91 6.938.024.085.336 
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LAPORAN KEUANGAN 
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II. NERACA 
         
 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
               PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 

 

Uraian Catatan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 

ASET       

ASET LANCAR       

  Kas di Bendahara Pengeluaran C.2.1.1. 91.960 573.302.126 

  Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1.2. 22.681.514 986.418.570 

  Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.2.1.3. 198.078.211.117 142.509.372.407 

  Uang Muka Belanja (prepayment) C.2.1.4. 99.418.826 219.289.193 

  Pendapatan yang Masih Harus Diterima C.2.1.5. 3.600.000 2.137.000 

  Piutang Perpajakan C.2.1.6. 69.891.088.751.611 72.630.633.482.223 

  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Perpajakan C.2.1.6. (37.439.661.756.573) (44.894.689.751.448) 

  Piutang Perpajakan (Neto) C.2.1.6. 32.451.426.995.038 27.735.943.730.775 

  Piutang Bukan Pajak C.2.1.7. 42.761.738 3.567.303.825 

  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ï Piutang Bukan Pajak C.2.1.7. (213.809) (17.836.519) 

  Piutang Bukan Pajak (Neto) C.2.1.7. 42.547.929 3.549.467.306 

  
Bagihan Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan 
Ganti Rugi 

C.2.1.8. 96.968.302 163.692.863 

  
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan 
TP/TGR 

C.2.1.8. (484.841) (818.465) 

  Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Neto) C.2.1.8. 96.483.461 162.874.398 

  Persediaan C.2.1.9. 235.048.532.757 195.004.288.271 

JUMLAH ASET LANCAR   32.884.818.562.602 28.078.950.880.046 

ASET TETAP       

  Tanah C.2.2.1. 31.596.716.165.318 31.622.622.505.495 

  Peralatan dan Mesin C.2.2.2. 5.176.178.776.239 4.821.139.672.381 

  Gedung dan Bangunan C.2.2.3. 6.824.906.216.635 6.848.410.893.085 

  Jalan Irigasi dan Jaringan C.2.2.4. 50.351.240.767 51.597.131.186 

  Aset Tetap Lainnya C.2.2.5. 3.583.580.862 13.685.638.885 

  Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.2.6. 14.008.070.504 27.076.006.131 

  Akumulasi Penyusutan Aset Tetap   (5.127.472.462.053) (4.719.137.424.264) 

JUMLAH ASET TETAP   38.538.271.588.272 38.665.394.422.899 

PIUTANG JANGKA PANJANG       

  Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi C.2.3.1. 846.955.583 740.957.723 

  Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR C.2.3.1. (728.622.418) (730.046.271) 

  Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Neto) C.2.3.1. 118.333.165 10.911.452 

JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG   118.333.165 10.911.452 

ASET LAINNYA       

  Aset Tak Berwujud C.2.4.1. 476.600.633.738 400.956.727.771 

  Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan C.2.4.2. 23.000.050.914 139.890.000 

  Aset Lain-lain C.2.4.3. 510.395.286.735 785.606.710.213 

  Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya   (793.682.657.941) (995.305.422.658) 

JUMLAH ASET LAINNYA   216.313.313.446 191.397.905.326 

JUMLAH ASET   71.639.521.797.485 66.935.754.119.723 

KEWAJIBAN       
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Direktorat Jenderal Pajak TA 2020 Audited 

Uraian Catatan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK       

  Utang kepada Pihak Ketiga C.2.5.1. 9.579.518.880 18.117.474.335 

  Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan C.2.5.2. 26.040.400.197.051 28.141.345.846.640 

  Pendapatan Diterima Dimuka C.2.5.3. 1.702.495.072 1.164.353.518 

  Uang Muka dari KPPN C.2.5.4. 91.960 573.302.126 

  Utang Jangka Pendek Lainnya C.2.5.5. 14.347.878 13.004.337 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK   26.051.696.650.841 28.161.213.980.957 

JUMLAH KEWAJIBAN   26.051.696.650.841 28.161.213.980.957 

EKUITAS       

  Ekuitas C.2.6 45.587.825.146.644 38.774.540.138.767 

JUMLAH EKUITAS   45.587.825.146.644 38.774.540.138.767 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS   71.639.521.797.485 66.935.754.119.723 
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III. LAPORAN OPERASIONAL 

 
  

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
    UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 

31 DESEMBER 2020 DAN 2019 

Uraian Catatan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 

KEGIATAN OPERASIONAL D.1.     

  PENDAPATAN OPERASIONAL D.1.1.     

    PENDAPATAN PERPAJAKAN D.1.1.1.     

      Penerimaan PPh  
602.313.203.389.678  790.302.078.251.082 

      Penerimaan PPN PPnBM  
455.587.727.488.799  534.943.515.716.974  

      Penerimaan PBB  
21.873.478.094.366  21.627.658.921.437  

      Pendapatan Pajak Lainnya  10.487.956.265.658  8.600.805.807.661  

        Jumlah Pendapatan Perpajakan  1.090.262.365.238.500 1.355.474.058.697.150 

    PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK D.1.1.2.     

      Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya  9.598.716.258 13.972.521.291 

        Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak  9.598.716.258 13.972.521.291 

          JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL  1.090.271.963.954.760 1.355.488.031.218.450 

    BEBAN OPERASIONAL D.1.2.     

    Beban Pegawai D.1.2.1. 2.779.472.998.587 2.685.677.155.874 

    Beban Persediaan D.1.2.2. 146.504.417.353 177.328.613.781 

    Beban Barang dan Jasa D.1.2.3. 1.937.184.891.199 2.323.237.731.232 

    Beban Pemeliharaan D.1.2.4. 464.506.968.268 445.580.143.112 

    Beban Perjalanan Dinas D.1.2.5. 246.857.776.479 704.482.426.644 

    Beban Barang untuk Diserahkan ke Masyarakat D.1.2.6. 153.944.145.652 181.651.920.866 

    Beban Penyusutan dan Amortisasi D.1.2.7. 561.581.798.836 556.838.499.858 

    Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.1.2.8. 5.690.907.930.139 12.921.802.444.092 

         JUMLAH BEBAN OPERASIONAL  11.980.960.926.513 19.996.598.935.459 

            SUPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL  D.2 1.078.291.003.028.250 1.335.491.432.282.990 

KEGIATAN NON OPERASIONAL D.3     

  SURPLUS PELEPASAN ASET NON LANCAR D.3.a.     

    Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.3.b. 20.131.167.531 17.198.103.851 

    Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.3.c. 17.702.513.797 8.407.208.328 

      Jumlah Surplus Pelepasan Aset Non Lancar  2.428.653.734 8.790.895.523 
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Uraian Catatan 31 Desember 2020 31 Desember 2019 

  SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA      

    Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.3.d. 1.092.633.247.912 702.105.503.866 

    Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.3.e. 1.061.635.740.400 908.395.615.412 

      Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya  30.997.507.512 (206.290.111.546) 

        SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL  33.426.161.246 (197.499.216.023) 

POS LUAR BIASA      

Beban Luar Biasa  - - 

        SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA  - - 

SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL  1.078.324.429.189.490 1.335.293.933.066.960 
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IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

 
 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 

31 DESEMBER 2020 DAN 2019 
 

URAIAN CATATAN 31 Desember 2020 31 Desember 2019 

EKUITAS AWAL E.1 38.774.540.138.765 40.319.637.054.325 

SURPLUS/DEFISIT LAPORAN OPERASIONAL E.2         1.078.324.429.189.490  1.335.293.933.066.960 

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN  AKUNTANSI E.3                                             -                                            -  

KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E.4              (5.693.585.743.452) (11.093.162.278.353) 

PENYESUAIAN NILAI ASET E.4.1                                             -                                            -  

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN E.4.2                                 340.000                                            -  

KOREKSI NILAI REKLASIFIKASI E.4.3                          (98.552.361) (251.136.495) 

SELISIH REVALUASI ASET E.4.4                   (10.616.621.750)               1.282.522.288.843  

KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI E.4.5                   (15.103.309.164) 98.864.794.257 

LAIN-LAIN E.4.6              (5.667.767.600.177) (12.474.298.224.958) 

TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.5       (1.065.817.558.438.160) (1.325.745.867.704.170) 

KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS   6.813.285.007.880 (1.545.096.915.558) 

EKUITAS AKHIR E.6 45.587.825.146.645 38.774.540.138.767 
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LAPORAN KEUANGAN 
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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
 

A. PENJELASAN UMUM 

A.1. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja; 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional; 

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat; 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian 

Imbalan Bunga; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2013 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung 

Pemerintah dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya 

Panas Bumi untuk Pembangkitan Energi/Listrik; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan 

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara 

Umum Negara; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2015 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa 

Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.03/2015 tentang Penatausahaan dan Pemindahbukuan 

PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi Gas dan Panas Bumi; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung 

Pemerintah Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga 

Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang diberikan 



13 
 

 
 

  LAPORAN KEUANGAN 
Direktorat Jenderal Pajak TA 2020 Audited 

kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara 

di Pasar Internasional; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.010/2018 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung 

Pemerintah atas Pembayaran Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan Negara (SPAN); 

21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 950/KMK.01/2019 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan Akuntansi 

Pendapatan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Berbasis Akrual Lingkup Kementerian 

Keuangan Bagian Anggaran 015; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak 

Terdampak Wabah Virus Corona; 

23. Peraturan Menteri Keuangan 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan 

Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak 

Terdampak Wabah Virus Corona; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak 

Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 jo. PMK 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak 

Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Impor 

dan/atau Penyerahan Kertas Koran dan/atau Kertas Majalah yang Ditanggung Pemerintah Tahun 

Anggaran 2020; 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung 

Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima Perusahaan Daerah Air 

Minum Tertentu; 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap 

Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

29. Peraturan Menteri Keuangan 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan 

Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan 

Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Covid-19); 

30. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-17/MK.1/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi 

Pendapatan Berbasis Akrual di Lingkungan Kementerian Keuangan; 

31. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2009 tentang Pedoman Akuntansi Piutang Pajak; 

32. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-90/PB/2011 tentang Rekonsiliasi Data 

Transaksi Penerimaan Negara pada Sistem Modul Penerimaan Negara; 

33. Peraturan Direktur Jenderal Pajak  Nomor PER-21/PJ/2017 tentang Akuntansi Pendapatan dan Beban 

dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 

34. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang Penggolongan  Kualitas Piutang 

Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak;  

35. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-72/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 

Laporan Keuangan Berbasis Akrual Direktorat Jenderal Pajak; dan 

36. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2020 tentang Implementasi Aplikasi Taxpayer 

Accounting Modul Revenue Accounting System Dalam Rangka Pencatatan Transaksi Perpajakan. 
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A.2. KEBIJAKAN TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

PROFIL, TUGAS, DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019, kedudukan, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut: 

a. Kedudukan 

Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktur Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Keuangan. 

b. Tugas Pokok 

Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c.   Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJP menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan di bidang perpajakan; 

2. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan; 

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan; 

5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan; 

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak; dan 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 

Struktur Organisasi di Direktorat Jenderal Pajak, dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
Gambar V.A.2.a. 

Struktur Organisasi DJP 
 

 

 

Organisasi DJP terbagi atas unit kantor pusat, unit kantor operasional, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Kantor Pusat terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan jabatan Tenaga Pengkaji. Unit 

kantor operasional terdiri atas Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan 

Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 

DJP, dengan jumlah kantor operasional lebih dari 500 unit dan jumlah pegawai lebih dari 46.000 orang yang 

tersebar di seluruh penjuru nusantara, merupakan organisasi terbesar dalam lingkup Kementerian 

Keuangan. Segenap sumber daya yang ada tersebut diberdayakan untuk melaksanakan pengamanan 

penerimaan pajak yang beban setiap tahunnya semakin bertambah. 

Penjelasan atas jenis satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dapat dijelaskan sebagaimana 

uraian di bawah ini. 

Direktur Jenderal Pajak

Sekretariat 
Direktorat Jenderal

Direktorat
Tenaga 
Pengkaji

Kanwil

KPP WP 
Besar

KPP Madya KPP Pratama KP2KP

Unit Pelaksana 
Teknis
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1. Kantor Pusat DJP 

Organisasi Kantor Pusat DJP terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan Tenaga Pengkaji 

setara Pejabat Eselon II. Adapun tugas unit dan jabatan yang ada di Kantor Pusat DJP adalah sebagai 

berikut: 

a. Sekretariat Direktorat Jenderal, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan 

pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di DJP. 

b. Direktorat Peraturan Perpajakan I, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang peraturan KUP, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, PPN, PPnBM, PTLL, PBB dan BPHTB. 

c. Direktorat Peraturan Perpajakan II, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis 

di bidang peraturan PPh, perjanjian dan kerjasama perpajakan internasional, bantuan hukum, pemberian 

bimbingan dan pelaksanaan bantuan hukum, pemberian bimbingan dan bimbingan bantuan hukum, dan 

harmonisasi peraturan perpajakan. 

d. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis bidang pemeriksaan dan penagihan pajak. 

e. Direktorat Penegakan Hukum, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang penegakan hukum perpajakan. 

f. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis bidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan. 

g. Direktorat Keberatan dan Banding, merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di 

bidang keberatan dan banding. 

h. Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi di bidang potensi, kepatuhan, dan penerimaan. 

i. Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat. 

j. Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang data dan informasi perpajakan. 

k. Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, merumuskan serta 

melaksanakan kebijakan dan standardisasi kepatuhan internal dan transformasi sumber daya aparatur. 

l. Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan 

standardisasi teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

m. Direktorat Transformasi Proses Bisnis, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang transformasi proses bisnis. 

n. Direktorat Perpajakan Internasional, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi 

teknis di bidang perpajakan internasional. 

o. Direktorat Intelijen Perpajakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di 

bidang intelijen perpajakan. 

p. Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak, mengkaji dan menelaah masalah di 

bidang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional 

secara keahlian. 

q. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan, mengkaji dan menelaah 

masalah di bidang pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, serta memberikan penalaran 

pemecahan konsepsional secara keahlian. 

r. Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia, mengkaji dan menelaah 

masalah di bidang pembinaan dan penertiban sumber daya manusia, serta memberikan penalaran 

pemecahan konsepsional secara keahlian. 

s. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, mengkaji dan menelaah masalah di bidang pelayanan 

perpajakan, serta memberikan penalaran pemecahan konsepsional secara keahlian. 
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2. Kantor Wilayah DJP 

DJP memiliki kantor wilayah (kanwil) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tugas unit Kanwil DJP adalah 

melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, dan evaluasi, serta penjabaran kebijakan 

serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan perundang-undangan. Total seluruh Kanwil DJP 

adalah sebanyak 34 unit. Unit kanwil dapat dibedakan atas: 

a. Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berlokasi di Jakarta; dan 

b. Kanwil DJP selain Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang lokasinya 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

Sebagai perpanjangan tangan kantor wilayah, DJP memiliki total 352 unit KPP. Jumlah ini bertambah 11 unit 

KPP dari sebelumnya 341 unit KPP setelah saat mulai operasi (SMO) pada tanggal 1 Oktober 2019. Unit KPP 

mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak. KPP dapat 

dibedakan berdasarkan segmentasi wajib pajak yang diadministrasikannya, yaitu: 

a. KPP Wajib Pajak Besar, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar nasional; 

b. KPP Madya, khusus mengadministrasikan wajib pajak besar regional dan wajib pajak besar khusus yang 

meliputi badan dan orang asing. penanaman modal asing, serta perusahaan masuk bursa; dan  

c. KPP Pratama, menangani Wajib Pajak lokasi. 

4. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) 

Untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (remote) yang tidak terjangkau oleh 

KPP, maka pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dilaksanakan oleh unit Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Jumlah KP2KP yang tersebar di seluruh 

Indonesia terdapat 204 unit.  

5. Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Di lingkungan DJP terdapat unit pelaksana teknis (UPT), yaitu unit yang melaksanakan tugas teknis 

operasional dan/atau penunjang dalam pengolahan data, namun tidak bersifat pembinaan serta tidak 

berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan publik. UPT di lingkungan DJP terdiri atas: 

a. Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), yang berlokasi di Jakarta serta 

mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen 

perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi; 

b. Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (KPDDP), yang berlokasi di Makassar dan di 

Jambi serta mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen 

perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi; 

c. Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP),  yang berlokasi di Jakarta serta mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan layanan pemberian informasi umum perpajakan, penyampaian informasi 

perpajakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan 

kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu menyempurnakan 

organisasi dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sehingga terjadi 

penambahan unit kerja dari semula sejumlah 587 Unit Kerja (termasuk instansi pusat) pada Tahun 2017 

menjadi 596 unit kerja, yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 4 KPP Wajib Pajak Besar, 29 KPP Madya, 319 

KPP Pratama, dan 204 KP2KP. 
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Terhitung mulai Tahun Anggaran 2019 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker KP2KP dilakukan 

penggabungan dengan DIPA Satker KPP induknya, sebagaimana telah ditetapkan melalui surat Direktur 

Jenderal Anggaran Nomor S-2419/AG/2019 tanggal 31 Oktober 2018. Namun demikian, penggabungan 

DIPA tersebut tidak menghapus KP2KP selaku instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. 

Jumlah keseluruhan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk Tahun Anggaran 2020 

dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel V.A.2. 
Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun Anggaran 2020 
 

Jenis Kanwil DJP KPP WP 
Besar KPP Madya KPP 

Pratama 
Instansi Pusat 

dan UPT Jumlah 

Jumlah 34 4 29 319 5 391 

 
 

Gambar V.A.2.b. 
Peta Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

Tahun Anggaran 2020 
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RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

Rencana Strategis atau Masterplan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, 

nilai, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja  Direktorat Jenderal Pajak  untuk periode 5 (lima) 

tahun terhitung mulai Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Penyusunan masterplan ini juga merupakan 

alignment terhadap Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 sehingga program-program yang 

terdapat dalam masterplan searah dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Strategis Kementerian Keuangan. Masterplan  Direktorat Jenderal Pajak 2020-2024 ini akan 

menjadi pedoman arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan pajak yang 

optimal melalui tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. 

Dalam rangka menerjemahkan dan menyampaikan rencana strategi  Direktorat Jenderal Pajak  kepada 

seluruh stakeholders, telah disusun peta strategi  Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut: 

 
Gambar V.A.2.c. 

Peta Strategi Direktorat Jenderal Pajak 
Tahun Anggaran 2020 

 

Peta strategi merupakan gambaran hubungan sebab akibat antara sasaran dan strategi pencapaiannya. 

Sasaran-sasaran strategis tersebut, terdiri dari: Sumber Daya Manusia yang kompetitif, organisasi dan 

transformasi yang handal, sistem informasi manajemen yang terintegrasi, pelaksanan anggaran yang 

optimal masing-masing dijabarkan dalam bentuk inisiatif strategis. 

Dalam pelaksanaannya hal tersebut mendukung proses yang diantaranya, terdiri dari: pelayanan prima, 

peningkatan efektivitas penyuluhan, peningkatan efektivitas kehumasan, peningkatan ekstensifikasi 

perpajakan, peningkatan pengawasan wajib pajak, peningkatan efektivitas pemeriksaan, peningkatan 

efektivitas penegakan hukum, dan peningkatan kehandalan data. Selanjutnya dari proses tersebut ditunjang 

dengan pemenuhan layanan publik diharapkan menghasilkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi 

sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak. 

Peta Strategi tersebut harus menjadi acuan dan dapat memberikan arahan yang jelas kepada seluruh 

jajaran Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan langkah-langkah yang terarah dan terukur untuk 

mewujudkan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak. 
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VISI. MISI. DAN NILAI 

Visi  Direktorat Jenderal Pajak adalah òMenjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk 

Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaran Administrasi Perpajakan yang Efisien, 

Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilanó. 

Direktorat Jenderal Pajak memiliki misi: 

1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia; 

2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan 

pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan 

3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi adaptif dan 

kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut. Direktorat Jenderal Pajak berpedoman kepada nilai-nilai 

Kementerian Keuangan sebagai berikut: 

1. Integritas ï Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh 

kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

2. Profesionalisme ï Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung 

jawab dan komitmen yang tinggi. 

3. Sinergi ï Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan 

yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 

berkualitas. 

4. Pelayanan ï Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan 

dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. 

5. Kesempurnaan ï  Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan 

memberikan yang terbaik. 

KEYAKINAN DASAR 

Direktorat Jenderal Pajak meyakini bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi positif untuk 

berbuat kebaikan dan memberikan manfaat bagi lingkungannya. Keyakinan tersebut mendorong kami untuk 

menyediakan lingkungan yang kondusif kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya dengan komitmen seluruh masyarakat serta dedikasi SDM yang tinggi 

akan dapat mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. 

KOMITMEN TERHADAP SDM 

Menyediakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga dapat mendorong SDM memiliki integritas tinggi, 

bertindak profesional, inovatif dan memiliki kemampuan bekerjasama untuk mencapai kinerja terbaik, 

sehingga dapat dipercaya masyarakat. 

KOMITMEN  TERHADAP MASYARAKAT 

Mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengelola sistem perpajakan secara efektif, efisien dan etis, 

melalui pelayanan terbaik, serta menerapkan tata kelola yang baik. 
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Indikator kinerja  Direktorat Jenderal Pajak memiliki 4 (empat) perspektif, yaitu perspektif dari Stakeholder, 

Customer, Internal Process, dan Learning and Growth. Perspektif-perspektif tersebut kemudian dibagi 

menjadi 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak yang terdiri dari: 

1. Persentase realisasi penerimaan pajak; 

2. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan; 

3. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak; 

4. Indeks penyelesaian kebijakan/regulasi prioritas; 

5. Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional; 

6. Indeks efektivitas peraturan perpajakan; 

7. Indeks kepuasan pengguna layanan DJP; 

8. Indeks pencapaian ranking variabel perpajakan dalam EoDB; 

9. Indeks efektivitas komunikasi publik; 

10. Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan; 

11. Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan; 

12. Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di pengadilan pajak; 

13. Persentase data yang valid; 

14. Tingkat implementasi transformasi proses bisnis perpajakan; 

15. Indeks implementasi CRM dan Tax Payer Account; 

16. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program; 

17. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan; 

18. Persentase implementasi delayering dan efisiensi belanja birokrasi; 

19. Indeks integritas organisasi; 

20. Persentase penyelesaian program RBTK; 

21. Tingkat implementasi learning organization; 

22. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti; 

23. Indeks kualitas pelaporan keuangan BA 015; 

24. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran; dan 

25.   Indeks kualitas pengelolaan sistem TIK. 

 

Pencapaian terhadap ke-25 IKU DJP tersebut disajikan dalam lampiran terpisah. 
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A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2020 merupakan laporan yang mencakup 

seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Direktorat Jenderal Pajak termasuk di 

dalamnya adalah jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Pajak seperti Kantor Wilayah dan Satuan 

Kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan 

Keuangan Direktorat Jenderal Pajak disusun berdasarkan penggabungan data/laporan keuangan dari 

seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 

2020 memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp6.643.681.055.000,00.  

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) beserta modul-modul yang terdapat di 

dalamnya. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker yang ada dimulai dari perencanaan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran dengan menerapkan konsep single database yang 

digunakan oleh K/L dari level Satker, Wilayah, Eselon I, dan Kementerian. SAI dirancang untuk 

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, 

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. 

Jumlah unit kantor vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak adalah 391 unit kantor yang mengelola 

DIPA dan menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Direktorat 

Jenderal Pajak. Jumlah satuan kerja yang wajib menyampaikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan 

menjadi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.A.3.a. berikut: 

Tabel V.A.3.a. 
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah ð SAK 

 

 

Kode Uraian Wilayah 
Jumlah 
Satuan 
Kerja 

0 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 1 

0 Pusat  Pengolahan  Data  dan  Dokumentasi  Perpajakan 1 

0 Kantor  Pengolahan  Data  dan  Dokumentasi  Perpajakan Makassar 1 

0 Kantor  Pengolahan  Data  dan  Dokumentasi  Perpajakan Jambi 1 

0 Kantor  Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP) 1 

10 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh 9 

20 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan 10 

30 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar 9 

40 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru 9 

50 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang 11 

60 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang 14 

70 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung 10 

80 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta 17 

90 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta 12 

100 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta 9 

110 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta 10 

120 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta 9 

130 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta 10 

140 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang 13 

150 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung 17 

160 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi 12 
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Kode Uraian Wilayah 
Jumlah 
Satuan 
Kerja 

170 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang 18 

180 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta 13 

190 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta 6 

200 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya 14 

210 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo 17 

220 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang 16 

230 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak 8 

240 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin 11 

250 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan 11 

260 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar 16 

270 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado 12 

280 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar 9 

290 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram 12 

300 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura 8 

310 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta 5 

320 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta 10 

330 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor 12 

340 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam 7 

Jumlah 391 

 

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SAKTI. Jumlah unit kantor 

vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 adalah 391 unit kantor yang 

menyampaikan laporan barang untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat 

Jenderal Pajak. Jumlah Satuan Kerja yang wajib menyampaikan Laporan Barang untuk dikonsolidasikan 

menjadi Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel II.A.3.b. berikut: 

 
                                                             Tabel V.A.3.b. 

Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja Menurut Wilayah ð BMN 
 

Kode Uraian Wilayah 
Jumlah 
Satuan 
Kerja 

0 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak 1 

0 Pusat  Pengolahan  Data  dan  Dokumentasi  Perpajakan 1 

0 Kantor  Pengolahan  Data  dan  Dokumentasi  Perpajakan Makassar 1 

0 Kantor  Pengolahan  Data  dan  Dokumentasi  Perpajakan Jambi 1 

0 Kantor  Layanan dan Informasi Pengaduan (KLIP) 1 

10 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Aceh di Banda Aceh 9 

20 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I di Medan 10 

30 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II di Pematang Siantar 9 

40 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau di Pekanbaru 9 

50 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi di Padang 11 

60 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang 14 
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Kode Uraian Wilayah 
Jumlah 
Satuan 
Kerja 

70 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung di Bandar Lampung 10 

80 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat di Jakarta 17 

90 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat di Jakarta 12 

100 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I di Jakarta 9 

110 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Timur di Jakarta 10 

120 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara di Jakarta 9 

130 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus di Jakarta 10 

140 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Banten di Serang 13 

150 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I di Bandung 17 

160 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II di Bekasi 12 

170 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I di Semarang 18 

180 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Surakarta 13 

190 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta 6 

200 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I di Surabaya 14 

210 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II di Sidoarjo 17 

220 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III di Malang 16 

230 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat di Pontianak 8 

240 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin 11 

250 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara di Balikpapan 11 

260 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makassar 16 

270 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara di Manado 12 

280 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Bali di Denpasar 9 

290 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara di Mataram 12 

300 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua dan Maluku di Jayapura 8 

310 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar di Jakarta 5 

320 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II di Jakarta 10 

330 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III di Bogor 12 

340 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau di Batam 7 

Jumlah 391 

 

 
 

  



24 
 

 LAPORAN KEUANGAN 
Direktorat Jenderal Pajak TA 2020 Audited 

A.4. BASIS AKUNTANSI 

Direktorat Jenderal Pajak menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan 

Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan 

Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima 

atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi 

atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

A.5. DASAR PENGUKURAN 

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam 

laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyusunan dan 

penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar 

pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk 

memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan 

pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan 

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu 

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara 

(KUN) atau dikeluarkan dari KUN. Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui 

berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN. 

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 telah mengacu pada Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan laporan keuangan telah diterapkan kaidah-kaidah 

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan 

dalam penyusunan laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak adalah: 

Pendapatan ð Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan ï Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara yang 

menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak 

pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima 

pada KUN. Akuntansi  Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).  

Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan. 

Dalam rangka penyajian pendapatan dalam Laporan Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak menempuh 

kebijakan sebagai berikut: 

a. untuk pencatatan Penerimaan Perpajakan berupa PPh Migas dan  Non Migas dalam bentuk valas dan 

pajak-pajak lainnya yang diterima melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN), dokumen yang 

digunakan antara lain daftar nominatif MPN, SSP, nota kredit Bank Indonesia atau dokumen lain yang 

dianggap sah; 
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b. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan PPh Ditanggung Pemerintah antara lain 

Surat Setoran Pajak (SSP); 

c. untuk mencatat penerimaan PPN dan PPnBM, PBB, dan Pendapatan Pajak Lainnya  dokumen yang 

digunakan adalah daftar nominatif penerimaan pajak pada MPN dan dokumen lain yang dianggap sah; 

d. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan PNBP adalah Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 

dan dokumen lain yang dianggap sah; 

e. dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengembalian pendapatan dalam laporan 

keuangan berupa Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar 

Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP) yang 

diperoleh dari KPPN dan masing-masing telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

Berdasarkan proses bisnis atas transaksi pendapatan negara yang berlaku saat ini dan dalam rangka 

menjaga validitas data penerimaan pajak dalam Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak, maka 

dilaksanakan rekonsiliasi pendapatan perpajakan secara nasional antara Direktorat Jenderal Pajak dengan 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan data transaksi 

penerimaan pajak dalam database MPN, pemotongan SPM, atau database SAI dan PNBP serta 

pengembalian pendapatan dengan data transaksi dalam SAU. 

Pendapatan ð Laporan Operasional 

Pendapatan-Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui 

pada saat  timbulnya hak  atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk 

sumber daya ekonomi. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan 

pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan. 

Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui 

bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran 

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (face) 

laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, 

belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi. 

Beban 

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan 

ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada 

saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi 

dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

  



26 
 

 LAPORAN KEUANGAN 
Direktorat Jenderal Pajak TA 2020 Audited 

Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari 

peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat 

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk 

sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada 

saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset 

Tetap, dan Aset Lainnya. 

a. Aset Lancar 

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki 

untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan 

setara kas. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan 

menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs 

tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak 

yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Terhadap piutang pajak, keputusan saat terjadinya 

piutang pajak, dicatat dan dinilai berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku dan basis akuntansi 

pengakuan aset yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Selanjutnya, kebijakan akuntansi yang 

diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pengakuan dan pengukuran piutang pajak adalah sebagai 

berikut: 

(i) Pengakuan 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan piutang pajak ditetapkan 

sebagai berikut: 

1. Untuk Tahun Pajak 2007 dan Tahun Pajak sebelumnya piutang pajak diakui pada saat diterbitkan: 

a) Surat Tagihan Pajak; 

b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; dan 

d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, Putusan Peninjauan 

Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah; 

e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan PBB, SKP PBB; 

f) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar; 

g) Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; 

h) Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 
 

2. Untuk Tahun Pajak 2008 dan Tahun Pajak selanjutnya, piutang pajak diakui setelah melewati masa jatuh 

tempo dari: 

a) diterbitkan Surat Tagihan Pajak; 

b) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah disetujui oleh WP; 

c) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan 

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk jumlah yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak; 

d) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan untuk jumlah yang telah disetujui oleh Wajib 

Pajak; 

e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan 

keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak; 

f) diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar 

bertambah; 
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g) Wajib Pajak tidak mengajukan banding sampai dengan berakhirnya batas waktu jatuh tempo pengajuan 

banding atas Surat Keputusan Keberatan; 

h) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Banding; 

i) diterbitkan Surat Keputusan Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah yang 

masih harus dibayar bertambah; 

j) diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang; 

k) diterbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; 

l) diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; 

m) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar; 

n) diterbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan; dan 

o) diterbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

(ii) Pengukuran 

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan 

antara lain ditetapkan bahwa piutang dicatat sebesar nilai nominal. Dengan demikian, berdasarkan 

pernyataan tersebut, piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal dokumen yang menjadi dasar pengakuan 

piutang pajak sebagaimana dimaksud pada butir (i) di atas. Selanjutnya piutang pajak tersebut dapat 

berkurang apabila ada Pengurangan, Pelunasan, Penghapusan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 

Banding yang menyebabkan piutang pajak berkurang. Kemudian untuk tahun 2008 dan tahun-tahun 

selanjutnya, piutang pajak juga dapat berkurang karena adanya putusan peninjauan kembali yang 

menyebabkan piutang pajak berkurang. Dalam hal piutang pajak dalam bentuk valuta asing, piutang pajak 

disajikan dalam mata uang Rupiah (IDR) dengan menggunakan konversi kurs tengah Bank Indonesia per 

tanggal laporan disajikan. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang 

telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari 

akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan 

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas 

piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan 

Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih. 

Penggolongan Kualitas Piutang penerimaan negara bukan pajak dilakukan dengan ketentuan: 

kualitas lancar apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan; 

kualitas kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 

Pertama tidak dilakukan pelunasan; 

a. kualitas diragukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan 

Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan 

b. kualitas macet apabila: 

(i) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan 

pelunasan; atau 

(ii) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 
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 Tabel V.A.6.a 
Penggolongan Kualitas Piutang 

Kualitas Piutang Penyisihan

Lancar Penyisihan piutang tak tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit 5ă

Kurang lancar 10%  dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

Diragukan 50%   dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan

Macet 100%  dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
 

Secara khusus kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih untuk piutang pajak mengacu kepada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2015 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara 

serta peraturan pelaksanaannya, yakni Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2020 tentang 

Penggolongan  Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak. 

Menurut  PER-01/PJ/2020 Kualitas Piutang Pajak digolongkan menjadi kualitas yang terdiri dari: lancar, 

kurang lancar, diragukan dan macet. 

a. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta 

Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang 

Pajak sampai dengan 4 (empat) bulan; 

b. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta 

Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur 

Piutang Pajak lebih dari 4 (empat) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun; 

c. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta 

Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur 

Piutang Pajak lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan 

d. Piutang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta 

Pajak Tidak Langsung Lainnya, digolongkan dalam kualitas macet apabila: 

(i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun; 

(ii) hak penagihannya telah daluwarsa; 

(iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan hasil penelitian 

administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan bahwa piutang pajak tersebut 

memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau  

(iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa 

penetapan. 

e. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 

Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak sampai 

dengan 6 (enam) bulan. 

f. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 

Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas kurang lancar apabila mempunyai umur Piutang Pajak 

lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun. 

g. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas 

Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan Batubara, dan 

Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas diragukan apabila mempunyai umur piutang pajak lebih 

dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan 
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h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak 

dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral dan 

Batubara, dan Sektor Lainnya digolongkan dalam kualitas macet apabila: 

(i) mempunyai umur Piutang Pajak lebih dari 3 (tiga) tahun; 

(ii) hak penagihannya telah daluwarsa; 

(iii) hak penagihannya belum daluwarsa tetapi memenuhi syarat untuk dihapuskan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan telah dibuat laporan  

hasil penelitian administrasi atau laporan hasil penelitian setempat yang menyimpulkan 

bahwa piutang pajak tersebut memenuhi syarat untuk diusulkan untuk dihapuskan; atau  

(iv) ketetapan pajak sebagai dasar timbulnya Piutang Pajak diterbitkan melewati daluwarsa 

penetapan. 

Penyisihan piutang pajak  tidak tertagih ditetapkan sebesar: 

a. 5ă (lima permil) dari piutang dengan kualitas lancar; 

b. 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi 

dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; 

c. 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan 

nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan 

d. 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai 

agunan atau nilai barang sitaan 
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b. Aset Tetap 

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik 

yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Direktorat Jenderal 

Pajak berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2019 

didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu: 

(i) Pengeluaran  untuk per satuan peralatan dan mesin dan asset tetap renovasi peralatan dan mesin yang 

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan 

(ii) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 

(dua puluh lima juta rupiah). 

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan 

sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi 

perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2004 

disajikan berdasarkan hasil penilaian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terhadap aset tetap per 31 

Desember 2004 yang belum dilakukan penilaian disajikan dengan harga perolehan. 

Berdasarkan Buletin Teknis 15 tentang akuntansi aset tetap berbasis akrual  Untuk renovasi aset milik sendiri 

jika renovasi tersebut belum selesai pada akhir periode pelaporan maka akan dicatat sebagai Konstruksi 

Dalam Pengerjaan Aset Tetap. 

Untuk renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelapor, jika renovasi telah selesai sebelum 

tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai  Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Jika sampai dengan akhir 

tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai atau belum diserahterimakan maka akan dicatat sebagai 

konstruksi dalam pengerjaan. Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seyogyanya diserahkan kepada 

pemilik. Jika pada akhir periode pelaporan aset tetap renovasi tersebut belum diserahkan ke pemilik maka 

entitas pelapor akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi. Apabila dokumen sumber 

penyerahan telah diterbitkan, maka aset tetap renovasi tersebut dieliminasi dari neraca entitas pelapor dan 

pemilik akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Untuk renovasi aset tetap bukan 

milik-diluar entitas pelaporan, pengakuan dan pelaporannya serupa dengan renovasi aset bukan milik-dalam 

lingkup entitas pelaporan. 

Penyusutan Aset Tetap 

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari 

suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan 

No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah 

Pusat. 

Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

a. Tanah; 

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); 

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat 

dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. 

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk 

aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh 

setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. 

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa 

memperhitungkan adanya nilai residu. 
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Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan 

nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. 

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset 

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 
 

Tabel V.A.6.b 
Penggolongan Masa Manfaat 

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5 s.d. 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern) 4 tahun
 

c. Piutang Jangka Panjang 

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan 

sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran 

(TPA). Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 

(dua belas) bulan. 

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada 

pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang 

bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau 

daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada 

bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. 

Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai 

negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh 

negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang 

dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. 

Untuk dapat menyajikan informasi yang memadai berkenaan dengan piutang yang dapat direalisasikan 

Piutang PNBP pada K/L yang telah diserahkan ke PUPN/DJKN tidak disajikan pada akun Aset Lain-Lain, 

melainkan tetap disajikan pada akun piutangnya (baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka 

panjang) dengan penyisihan piutang sebagaimana piutang dengan kualitas macet. 

d. Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk 

dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. 

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki 

untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak 

atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta 

(copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka 

panjang. 

  



32 
 

 LAPORAN KEUANGAN 
Direktorat Jenderal Pajak TA 2020 Audited 

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, 

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa 

aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. 

Di samping itu, piutang macet Kementerian Keuangan yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian 

Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain. 

Kewajiban 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran 

keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan. kewajiban muncul antara lain karena 

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, 

atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang 

bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari 

kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam 

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

a. Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh 

tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang 

Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang 

Bunga (accrued interest), Utang Jangka Pendek Lainnya. 

b. Kewajiban Jangka Panjang 

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, 

yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. 

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata 

uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai 

tercatat kewajiban tersebut. 

Ekuitas 

Ekuitas merupakan merupakan selisih aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut 

dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas. 
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B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

Realisasi Pendapatan dan Belanja  Direktorat Jenderal Pajak  terdiri dari: 

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 

a. Penerimaan Perpajakan 

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Realisasi Belanja Negara 

a. Belanja Rupiah Murni 

b. Belanja PNBP 

Penjelasan per pos atas Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara tersebut dijelaskan 

dalam subbab selanjutnya. 

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

B.2.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 

Realisasi penerimaan pajak neto pada 2020 mencapai Rp1.072 triliun, atau 89,43% dari target APBN sesuai 

Perpres Nomor 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,82 triliun. Realisasi tersebut tumbuh -19,55% dibandingkan 

realisasi 2019, Tekanan utama penerimaan pajak pada periode ini dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi nasional 

terutama dunia usaha yang mengalami tekanan akibat pelemahan industri manufaktur, menurunnya aktivitas 

perdagangan internasional, dan pelemahan aktivitas ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.  

Realisasi Pendapatan Bruto Direktorat Jenderal Pajak yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar                 

Rp1.244.148.669.837.922 dan apabila dengan memperhitungkan pengembalian pendapatan sebesar                          

Rp171.995.971.702.590 realisasi Pendapatan Neto menjadi sebesar Rp1.072.152.698.135.331 atau mencapai 

89,43 persen dari estimasi yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar 1.198.831.330.226.540. 

Dibandingkan Realisasi Pendapatan Neto Tahun Anggaran 2019 sebesar 1.332.702.180.568.618 maka 

pendapatan neto Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 260.549.482.433.291 atau 19,55 

persen. Penurunan tersebut berasal dari penurunan Penerimaan Perpajakan sebesar Rp260.544.582.286.280 

dan penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 4.900.147.011. 

Perbandingan antara Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP Neto Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagaimana 

Tabel V.B.2.1. berikut: 

 Tabel V.B.2.1. 
Realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP Neto 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

Uraian 
31 Desember 2020 

 %  
31 Desember 2019 % Naik/ 

(Turun) Estimasi  Realisasi   Realisasi  

Pendapatan Pajak 1.198.823.386.175.000 1.072.114.566.093.390 89,43 1.332.659.148.379.670 (19,55) 

PNBP  7.944.051.540 38.132.041.941 480,00 43.032.188.952 (11,39) 

Jumlah 1.198.831.330.226.540 1.072.152.698.135.331 89,43 1.332.702.180.568.620 (19,55) 
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B.2.1.1. Pajak Dalam Negeri 

Pendapatan Negara terdiri dari (1) Penerimaan Dalam  Negeri dan (2) Hibah. Pendapatan Negara yang dikelola 

oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan Penerimaan Dalam Negeri yang terdiri dari (1) Penerimaan 

Perpajakan dan (2) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Perbandingan Realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam 

Negeri Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel V.B.2.1.1. berikut: 

Tabel V.B.2.1.1. 
Penerimaan Pajak Dalam Negeri 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam  rupiah) 

 

Uraian 
31 Desember 2020 

% 
31 Desember 2019 

% 
Estimasi  Realisasi    Realisasi   

Pendapatan PPh Migas 31.859.004.222.000 33.059.673.090.622 103,69 59.164.877.052.174 (44,12) 

 PPh Minyak Bumi 10.169.769.982.000 11.369.066.941.897 111,54 24.510.216.885.796 (53,72) 

 PPh Gas Bumi 21.689.234.240.000 21.685.235.687.599 99,98 34.652.118.896.779 (37,42) 

 PPh Migas Lainnya - 5.370.461.126 100,00 2.541.269.599 111,33 

Pendapatan PPh Non-Migas 626.977.982.906.000 599.521.189.210.604 87,06 701.956.990.542.015 (14,59) 

 PPh Pasal 21 134.592.462.848.000 139.568.535.460.059 103,54 148.502.305.784.770 (6,16) 

 PPh Pasal 22 19.018.058.590.000 16.902.653.847.226 88,60 21.308.887.643.266 (20,93) 

 PPh Pasal 22 Impor 37.872.220.220.000 27.118.298.747.143 71,60 53.710.331.639.884 (49,51) 

 PPh Pasal 23 49.172.528.191.000 41.174.123.790.598 81,35 42.582.944.476.564 (6,06) 

 PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi 10.237.830.904.000 11.632.052.721.356 112,94 11.200.108.698.779 3,24 

 PPh Pasal 25/29 Badan 215.956.703.768.000 202.311.027.906.415 71,81 252.162.015.905.970 (38,50) 

 PPh Pasal 26 43.498.339.634.000 47.490.613.341.351 100,24 46.138.474.261.449 (5,50) 

 PPh Final 115.701.371.475.000 113.212.334.379.624 96,94 126.219.163.567.318 (11,14) 

 PPh Non Migas Lainnya 928.467.276.000 111.549.016.832 11,98 132.758.564.015 (16,19) 

Pendapatan PPh DTP 11.542.556.272.000 15.156.290.554.678 131,31 11.153.532.383.306 35,89 

 PPh Pasal 21 DTP - 1.709.586.633.777 100,00 7.345.980 232.723 

 PPh Pasal 22 DTP - - - 730.495 (100,00) 

 PPh Pasal 23 DTP 303.138.000 358.937.283 118,41 472.736.000 (24,07) 

 PPh Pasal 25/29 Badan DTP 2.292.482.190.000 2.964.908.597.094 129,33 2.240.629.780.907 32,32 

 Pend. PPh Pasal 26 DTP 9.249.770.944.000 9.797.088.181.415 105,92 8.912.420.935.294 9,93 

 PPh Final DTP - 684.348.205.109 100,00 854.630 800.753 

Pendapatan PPN 497.293.606.728.000 557.443.573.991.639 88,45 515.954.724.598.050 8,04 

 PPN Dalam Negeri 344.898.440.799.000 416.130.035.686.279 86,60 344.429.652.728.957 (13,29) 

 PPN Impor 152.204.923.494.000 140.475.251.979.997 92,28 171.362.690.476.287 (18,04) 

 PPN Lainnya 190.242.435.000 838.286.325.363 374,94 162.381.392.806 339,27 

Pendapatan PPnBM 10.222.630.968.000 10.520.677.533.470 102,63 15.605.674.108.147 (32,58) 

  PPnBM Dalam Negeri 6.723.414.992.000 5.554.544.197.128 82,61 10.847.405.729.733 (48,80) 

  PPnBM Impor 3.443.568.659.000 3.029.105.391.084 87,14 4.725.157.137.018 (36,50) 

  PPnBM Lainnya 55.647.317.000 809.312.322 1,45 33.111.241.396 (97,56) 

  PPN DTP - 1.936.218.632.936 100,00 - - 
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Uraian 
31 Desember 2020 

% 
31 Desember 2019 

% 
Estimasi  Realisasi    Realisasi   

Pendapatan PBB 13.441.937.380.000 21.156.736.809.841 155,88 21.145.900.040.486 (0,91) 

 PBB Perkebunan 1.758.855.620.000 2.642.379.826.357 149,36 2.486.750.566.151 5,64 

 PBB Kehutanan 424.623.760.000 655.217.793.444 153,92 487.201.065.051 34,15 

 PBB Pertambangan Minerba 1.918.877.403.000 3.177.828.842.664 156,58 3.477.736.065.334 (13,61) 

 PBB Pertambangan Migas 9.064.655.671.000 14.094.810.075.044 155,35 14.250.961.673.713 (1,19) 

 PBB Pertambangan Panas Bumi 261.840.081.000 408.132.427.296 155,87 368.435.097.874 10,77 

 PBB Lainnya 13.084.845.000 178.367.845.036 100,00 74.815.572.363 138,38 

Pendapatan Pajak Lainnya 6.378.937.335.000 5.580.738.843.473 87,48 6.212.199.004.610 (10,16) 

 Bea Meterai 1.995.714.559.000 1.446.689.330.431 72,48 1.480.577.017.178 (2,30) 

 Penjualan Benda Materai 4.046.078.735.000 3.638.052.138.011 89,92 4.117.446.934.631 (11,64) 

 PPn Batubara 204.918.914.000 485.164.815.391 236,76 538.680.322.182 (9,93) 

 Pajak Tidak Langsung Lainnya 132.225.127.000 10.832.559.640 8,19 75.494.730.619 (85,65) 

Bunga Penagihan Pajak 1.106.730.364.000 1.671.655.486.486 109,34 1.465.272.398.556 14,08 

 Bunga Penagihan PPh 723.716.857.000 1.590.236.979.594 163,00 655.156.680.309 80,06 

 Bunga Penagihan PPN 342.965.761.000 81.342.273.488 8,85 589.923.712.311 (94,85) 

 Bunga Penagihan PPnBM 38.337.680.000 1.863.959 0,005 220.033.197.452 (100,00) 

 Bunga Penagihan PTLL 1.710.066.000 74.369.445 4,35 158.808.484 (53,17) 

Jumlah Penerimaan Pajak Bruto 1.198.823.386.175.000 1.244.110.535.520.810 103,78 1.332.659.148.379.670 (6,64) 

Jumlah Pengembalian Pajak - 171.995.969.427.422 -   

Jumlah Penerimaan Pajak Neto 1.198.823.386.175.000 1.072.114.566.093.390 89,43 1.332.659.148.379.670 (19,55) 

 
 

Realisasi penerimaan pajak neto sampai dengan 31 Desember 2020 mencapai Rp1.072,11 triliun. Realisasi 

tersebut tumbuh -19,55% dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun 2019. Sebelumnya pemerintah telah 

melakukan penyesuaian target penerimaan pajak dalam APBN sebagai respon terhadap dampak pandemi Covid-

19 sebanyak dua kali. Terakhir melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2020 target penerimaan pajak disesuaikan 

menjadi Rp1.198,82 triliun. Namun, hingga akhir tahun realisasi penerimaan hanya mencapai 89,43% dari target 

yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional yang mengalami tekanan akibat 

pelemahan industri manufaktur, penurunan aktivitas perdagangan internasional dan pembatasan aktivitas 

masyarakat sebagai upaya pengendalian dampak pandemi Covid-19. Selain itu, implementasi berbagai kebijakan 

insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional turut menekan kinerja penerimaan sampai dengan akhir 

tahun 2020. Pemanfaatan insentif pajak sendiri berkontribusi terhadap 22,1% penurunan penerimaan pajak. 

Hampir seluruh jenis pajak utama mengalami kontraksi. PPN Dalam Negeri yang merupakan kontributor terbesar 

tumbuh -13,29% sementara PPh Badan turun lebih dalam sebesar -38,50%. Kinerja impor juga mengalami 

penurunan yang tercermin pada realisasi pajak-pajak impor yang tumbuh negatif. Sementara itu, penerimaan PPh 

Pasal 25/29 OP masih mampu tumbuh positif. Adapun penjelasan capaian penerimaan per jenis pajak adalah 

sebagai berikut: 
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a. PPh Pasal 21 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp139,35 triliun dengan pertumbuhan -6,16% 

dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi ini mencapai 103,54% dari total target sebesar Rp134,59 

triliun. Penurunan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh melemahnya kondisi pasar tenaga kerja sebagai 

dampak dari pandemi Covid-19 yang terlihat dari setoran masa yang turun dengan pertumbuhan -6,78%. 

Peningkatan setoran atas Jaminan Hari Tua, Uang Tebusan Pensiun, dan Uang Pesangon sebesar 

12,53% juga mengindikasikan peningkatan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, mulai 

dimanfaatkannya insentif pajak yang diberikan Pemerintah berupa PPh Pasal 21 Ditanggung 

Pemerintah sejak bulan Mei semakin menambah tekanan pada penerimaan PPh Pasal 21. Tekanan 

terbesar penerimaan PPh Pasal 21 terjadi pada sektor Industri Pengolahan dan Administrasi dan 

Pemerintahan. 

 
b. PPh Pasal 22 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 mencapai Rp16,85 triliun, dengan pertumbuhan -20,93% 

dibandingkan tahun 2019. Realisasi ini mencapai 88,60% dari target tahun 2020 sebesar Rp19,02 triliun. 

Penurunan PPh Pasal 22 didominasi oleh setoran masa dengan pertumbuhan -9,65% dan Ekspor 

Komoditas Tambang Batubara yang tumbuh -15,60%. Penurunan terutama terjadi pada sektor 

Pengadaan Listrik dan Pertambangan berturut-turut sebesar -53,05% dan -16,74%. 

 

c. PPh Pasal 22 Impor 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 22 Impor mencapai Rp27,12 triliun, dengan pertumbuhan -49,50% 

dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi ini hanya mencapai 71,60% dari target sebesar Rp37,87 

triliun. Penurunan penerimaan PPh Pasal 22 Impor sejalan dengan tren penurunan impor yang secara 

kumulatif terkontraksi 17,34% dibandingkan tahun 2019. Selain itu, pemberian insentif pembebasan PPh 

Pasal 22 Impor semakin menyebabkan penurunan yang lebih dalam pada penerimaan. Secara sektoral, 

penurunan terbesar terjadi pada Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -58,32%, diikuti sektor 

Perdagangan dengan pertumbuhan -41,95%. 

 

d. PPh Pasal 23 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 23 mencapai Rp40,00 triliun, dengan pertumbuhan -6,06% 

dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Pasal 23 hanya mencapai 81,35% dari target sebesar 

Rp49,17 triliun. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh penurunan pada setoran utama yaitu Jasa 

(tumbuh -6,47%), Masa (tumbuh -12,18%), Bunga (tumbuh -13,37%) dan Dividen (tumbuh -18,33%). 

Penerimaan terbesar berasal dari Industri Pengolahan dengan pertumbuhan -7,91% diikuti sektor 

Pertambangan dengan pertumbuhan 1,95%. 

 

e. PPh Pasal 25/29 OP 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 OP mencapai Rp11,56 triliun, dengan pertumbuhan 3,24% 

dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh OP mencapai 112,94% dari target sebesar Rp10,24 

triliun. PPh Pasal 25/29 OP merupakan satu-satunya jenis pajak utama yang masih tumbuh positif di 

tengah pandemi Covid-19. Hal ini tidak terlepas dari resiliensi usaha dan tetap terjaganya tingkat 

kepatuhan sukarela WP OP. Secara sektoral, 78% setoran PPh Pasal 25/29 OP didominasi oleh sektor 

Kegiatan Jasa Lainnya dengan pertumbuhan realisasi sebesar 4,84%. 
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f. PPh Pasal 25/29 Badan 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan mencapai Rp155,09 triliun dengan pertumbuhan               

-38,50% dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Badan mencapai 71,81% dari target 

sebesar Rp215,96 triliun. Pencapaian realisasi PPh Badan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi 

domestik maupun global, menurunnya profitabilitas perusahaan di tahun 2019 dan melemahnya harga 

komoditas utama, serta meningkatnya restitusi. Tekanan semakin berlanjut seiring diberlakukannya 

penurunan tarif PPh Badan sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 dan insentif pajak berupa pengurangan 

angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% yang kemudian dinaikkan menjadi 50%. Tiga sektor utamanya 

yaitu Jasa Keuangan, Industri Pengolahan dan Pertambangan mengalami penurunan berturut-turut 

sebesar -31,11%, -36,56% dan -61,43%. 

 

g. PPh Pasal 26 

Realisasi penerimaan PPh Pasal 26 mencapai Rp43,60 triliun dengan pertumbuhan -5,50% 

dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Pasal 26 mampu melebihi target dengan capaian 

sebesar 100,24% dari total target sebesar Rp43,50 triliun. Penurunan PPh Pasal 26 terutama terjadi 

pada setoran Dividen dan setoran Masa yang masing-masing tumbuh sebesar -10,21%, dan -38,63%. 

Adapun penurunan terbesar PPh Pasal 26 berasal dari sektor utamanya yaitu Industri Pengolahan 

dengan pertumbuhan -9,90%. 

 

h. PPh Final 

Realisasi penerimaan PPh Final mencapai Rp112,16 triliun dengan pertumbuhan -11,14% 

dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPh Final mencapai 96,94% dari target sebesar 

Rp115,70 triliun. Penurunan PPh Final terutama dipengaruhi oleh penurunan suku bunga deposito, 

penurunan aktivitas konstruksi, penurunan setoran dividen, serta perlambatan permintaan properti. 

Selain itu, implementasi insentif DTP PPh Final untuk WP PP 23 turut mendorong penurunan PPh 

Final. Penurunan terbesar terjadi pada sektor Perdagangan dengan pertumbuhan sebesar -21,55%. 

 

i. PPN DN 

Realisasi penerimaan PPN DN mencapai Rp298,67 triliun dengan pertumbuhan -13,29% 

dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPN DN mencapai 86,60% dari total target sebesar 

Rp344,90 triliun. Penurunan realisasi PPN DN dipengaruhi oleh melemahnya tingkat konsumsi 

masyarakat sebagai akibat terbatasnya aktivitas perekonomian, peningkatan restitusi dan masih 

terbatasnya ekspansi sektor manufaktur yang tercermin pada nilai PMI yang sebagian besar ada pada 

zona kontraksi. Secara sektoral, penurunan terbesar terutama terjadi pada sektor Perdagangan dan 

Konstruksi yang tumbuh masing-masing sebesar -9,82% dan -29,14%. 

 

j. PPN Impor 

Realisasi penerimaan PPN Impor mencapai Rp140,45 triliun dengan pertumbuhan -18,04% 

dibandingkan realisasi tahun 2019. Realisasi PPN Impor mencapai 92,28% dari total target sebesar 

Rp152,20 triliun. Sejalan dengan kinerja PPh Pasal 22 Impor, penurunan PPN Impor juga disebabkan 

oleh penurunan pada aktivitas impor. Secara sektoral, dua kontributor terbesar yaitu sektor Industri 

Pengolahan dan Perdagangan mengalami penurunan terdalam dengan pertumbuhan masing-masing 

sebesar -19,02% dan -18,82%. 
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k. PPnBM Dalam Negeri 

Realisasi penerimaan PPnBM DN mencapai Rp5,55 triliun dengan pertumbuhan -48,80% dibandingkan 

realisasi tahun 2019. Realisasi PPnBM DN mencapai 82,61% dari total target sebesar Rp6,72 triliun. 

Pertumbuhan negatif pada PPnBM DN secara umum disebabkan oleh penurunan penjualan kendaraan 

bermotor, dimana di dalamnya termasuk penjualan kendaraan yang terutang PPnBM. Secara sektoral 

realisasi PPnBM DN didominasi oleh Industri Pengolahan terutama Industri Kendaraan Bermotor 

(kontribusi 97,15%), dengan pertumbuhan -50,40%.  

 

l. PPnBM Impor 

Realisasi penerimaan PPnBM Impor mencapai Rp3,00 triliun dengan pertumbuhan -36,50% dibandingkan 

realisasi tahun 2019. Realisasi PPnBM Impor mencapai 87,14% dari target sebesar Rp3,44 triliun. Secara 

sektoral, realisasi terbesar berasal dari Sektor Perdagangan, khususnya perdagangan mobil (kontribusi 

72,92%) dengan pertumbuhan -39,66%. Penurunan terutama disebabkan oleh penurunan impor mobil 

(CBU) yang pada tahun 2020 tumbuh -53,50% dibandingkan tahun 2019. 

  

m. PBB 

Realisasi penerimaan PBB mencapai Rp20,95 triliun, dengan pertumbuhan 1,43% dibandingkan realisasi 

tahun 2019. Selain tumbuh positif, realisasi PBB juga mampu mencatatkan pencapaian sebesar 155,88% 

dari total target sebesar Rp13,44 triliun. Realisasi PBB terutama ditopang oleh PBB Pertambangan untuk 

Minyak dan Gas Bumi. Capaian ini tidak terlepas dari mulai membaiknya harga minyak dunia yang sempat 

mengalami tekanan cukup dalam di bulan April.  

 

n. Pajak Lainnya 

Realisasi penerimaan Pajak Lainnya mencapai Rp6,79 triliun dengan pertumbuhan -11,55% dibandingkan 

realisasi tahun 2019. Realisasi pajak Lainnya mencapai 90,72% dari total target sebesar Rp7,49 triliun. 

Penurunan terbesar terjadi pada Bunga Penagihan PPN diikuti Penjualan Benda Meterai dengan 

pertumbuhan -95,57% dan -11,73%. 
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B.2.1.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak 

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Neto Tahun Anggaran 2020 Audited adalah sebesar 

Rp38.132.041.941,00 atau 480,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar  Rp7.944.051.540. Realisasi 

PNBP Tahun Anggaran 2020 dan 2019 adalah sebagaimana Tabel V.B.2.1.3. dan Grafik V.B.2.1.3 berikut: 
 

Tabel V.B.2.1.3. 
Penerimaan Negara Bukan Pajak 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah)  

 

Uraian 
31 Desember 2020 

% 

31 Desember 
2019 

Naik/  

 Estimasi   Realisasi    Realisasi   
(Turun) 

% 

Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan 
BMN, luran Badan Usaha 

 4.822.042.656   26.872.229.003  557,28   22.443.811.586  19,73 

  
Penjualan Hasil Produksi Non Litbang 
Lainnya 

                    -         73.788.143  100                       -  100,00 

  
dari Penjualan Tanah, Gedung, dan 
Bangunan 

                    -         20.111.111  100   100,00 

  dari Penjualan Peralatan dan Mesin                     -   13.573.028.394  100   10.486.137.233  29,44 

  dari Pemindahtanganan BMN Lainnya  1.867.965.013     6.538.028.026  350,01    6.711.966.618  (2,59) 

  Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  2.954.077.643     6.657.618.529  225,37    5.153.284.285  29,19 

  dari Pemanfaatan BMN Lainnya                     -           9.654.800  100,00         13.869.250  (30,39) 

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening 
Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan 

 1.818.150.000     2.487.481.015  136,81    2.773.751.627  (10,32) 

  Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)                     -         26.454.732  100,00          6.781.771  290,09 

  Pendapatan dari Penutupan Rekening -  -  -           1.920.000  0,00 

  
Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan 
Surat Paksa 

 1.818.150.000     1.535.964.720  84,48    1.710.273.299  (10,19) 

  
Penyelesaian Ganti Kerugian Negara 
Terhadap Pegawai Negeri Bukan 
Bendahara Atau Pejabat Lain 

                    -       925.061.563  100,00    1.054.776.557  (12,30) 

Pendapatan Denda                     -     1.068.409.574  100,00    3.383.422.298  (68,42) 

  
Denda Penyelesaian Pekerjaan 
Pemerintah 

                    -       771.972.311  100,00       900.804.942  (14,30) 

  Denda Lainnya                     -       296.437.263  100,00    2.482.617.356  (88,06) 

Pendapatan Lain-Lain  1.303.858.884     7.706.197.517  591,03   14.431.203.441  (46,60) 

  
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai 
TAYL 

                    -     1.229.396.639  100,00    1.270.123.877  (3,21) 

  
Penerimaan Kembali Belanja Barang  
TAYL 

                    -     1.044.179.232  100,00    1.371.962.478  (23,89) 

  Penerimaan Kembali Belanja Modal  TAYL                     -     4.894.689.590  100,00   10.997.381.138  (55,49) 

  
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka 
Gaji 

                    -       312.161.141  100,00       396.070.530  (21,19) 

  Anggaran Lain-lain  1.303.858.884       225.770.915  17,32       395.665.418  (42,94) 

Jumlah PNBP Bruto  7.944.051.540   38.134.317.109  480,04   43.032.188.952  (11,38) 

Jumlah Pengembalian PNBP            2.275.168                -    

Jumlah PNBP Neto 7.944.051.540  38.132.041.941  480,04 43.032.188.952  (11,39) 
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Grafik V.B.2.1.3. 
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam jutaan rupiah) 

 
 

B.2.1.4. Pengembalian Pendapatan Negara 

Dari total penerimaan yang telah disebutkan di atas, pada Tahun Anggaran 2020 terdapat pengembalian 

pendapatan sebesar Rp171.995.971.702.590. Pengembalian pendapatan tersebut terdiri dari pengembalian 

pendapatan pajak sebesar Rp171.995.969.427.422,00 dan pengembalian pendapatan PNBP 

sebesarRp2.275.168,00. Total pengembalian pendapatan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 

sebesar Rp143.801.316.498.773,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.194.655.203.817,00 atau sebesar 

19,61 persen. 

Realisasi pengembalian pendapatan tersebut merupakan jenis pengembalian atas pendapatan tahun anggaran 

yang lalu dan pengembalian pendapatan yang diterima pada tahun anggaran berjalan, karena kedua jenis 

pengembalian pendapatan ini bersifat normal dan berulang (recurring), maka dibukukan sebagai pengurang 

pendapatan pada periode terjadinya pengembalian. Pengembalian Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2020 

dan 2019 adalah sebagaimana Tabel V. B.2.1.4. berikut: 

 

Tabel V.B.2.1.4. 
Pengembalian Pendapatan Negara 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

 

Pengembalian dari 
Pendapatan: 

31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 
Penurunan 

% Naik/ 
(Turun) 

Pengembalian Pajak 171.995.969.427.422 143.801.313.528.773 28.194.655.898.649 19,61 

Pengembalian PNBP 2.275.168 2.970.000 (694.832) (23,40) 

Jumlah 171.995.971.702.590 143.801.316.498.773 28.194.655.203.817 19,61 
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Seperti yang telah diuraikan di muka bahwa LRA disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang 

mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum 

Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN, maka pengembalian pendapatan dibukukan setelah ada Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D). 

B.2.1.4.a. Pengembalian Pendapatan Pajak 

Pengembalian Pendapatan Pajak per jenis penerimaan sebagaimana Tabel V.B.2.1.4.a. berikut: 
 

Tabel V.B.2.1.4.a 
Pengembalian Pendapatan Pajak 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

Pengembalian dari 
Pendapatan: 

31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 
Penurunan 

% Naik/ 
(Turun) 

PPh Migas 25.967.428.150 - 25.967.428.150 100 

PPh Non-Migas 53.669.223.399.208 41.045.168.610.223 12.624.054.788.985 30,76 

PPh DTP - 32.754.112 -32.754.112 0 

PPN 117.606.900.708.868 101.999.940.930.875 15.606.959.777.993 15,3 

PPnBM 29.066.978.306 39.414.071.119 -10.347.092.813 (26,25) 

PBB 203.126.796.075 135.193.522.240 67.933.273.835 50,25 

Pajak Lainnya 153.864.000 763.876.333 -610.012.333 (79,86) 

Bunga Penagihan Pajak 461.530.252.815 580.799.763.871 -119.269.511.056 (20,54) 

Jumlah 171.995.969.427.422 143.801.313.528.773 28.194.655.898.649 19,61 

 

Nilai pengembalian pendapatan pajak untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp171.995.969.427.422,00 serta pengembalian pendapatan pajak periode-periode sebelumnya merupakan 

produk dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Grafik V.B.2.1.4.a 
Pengembalian Pendapatan Pajak 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam miliaran rupiah) 
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B.2.1.4.b Pengembalian Pendapatan PNBP 

Pengembalian Pendapatan PNBP per jenis penerimaan hingga 31 Desember 2020 sebagaimana Tabel  

V.B.2.1.4.b berikut: 

Tabel V.B.2.1.4.b 
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP  
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam jutaan rupiah) 
 

Pengembalian dari 
Pendapatan: 

31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 
Penurunan 

% Naik/ 
(Turun) 

Pendapatan Sewa Tanah, 
Gedung, dan Bangunan 

2.275.168  2.970.000 (694.832) (23,40) 

Jumlah 2.275.168  2.970.000 (694.832) (23,40) 

 
 

Grafik V.B.2.1.4.b 
Pengembalian Penerimaan Pajak dan PNBP  
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam jutaan rupiah) 
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B.2.2. Belanja Negara 

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan ekonomis namun tetap 

menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja 

Kementerian Negara/Lembaga. Belanja Direktorat Jenderal Pajak meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, 

dan Belanja Modal. Belanja Direktorat Jenderal Pajak diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, unit kantor 

wilayah, dan jenis belanja. 
 

B.2.2.1. Belanja 

Realisasi belanja neto Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan 

pengembalian belanja adalah sebesar Rp 6.372.169.760.131,00 atau 95,91 persen dari pagu belanja dalam 

DIPA sebesar Rp6.643.681.055.000,00. Realisasi belanja neto Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan 

sebesar Rp475.908.392.869,00 atau 6,95 persen dari realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp6.938.024.085.336,00. Penurunan tersebut berasal dari kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar  

Rp440.842.182.212,00, penurunan Belanja Barang sebesar Rp807.173.407.449,00 dan penurunan Belanja 

Modal sebesar  Rp109.577.167.632,00. Perbandingan antara realisasi belanja neto dengan pagu anggaran 

Tahun Anggaran 2020 dan 2019 sebagaimana Grafik V.B.2.2.1 berikut:     

                 

Grafik V.B.2.2.1. 
Perbandingan Realisasi Belanja Neto dengan Pagu Anggaran 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam miliaran rupiah) 

 

Perbandingan antara Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dapat 

dilihat pada Tabel V.B.2.2.1. berikut: 

 

Tabel V.B.2.2.1. 
Perbandingan Realisasi Belanja Neto Menurut Sumber Dana 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

 

Uraian 
31 Desember 2020 

% 
31 Desember 2019 % Naik/ 

(Turun) Anggaran Realisasi Realisasi 

Rupiah Murni 6.643.681.055.000 6.372.169.760.131,00 95,91 6.938.024.085.336 (6,95) 

Jumlah 6.643.681.055.000 6.372.169.760.131,00 95,91 6.938.024.085.336 (6,95) 
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B.2.2.2. Belanja Direktorat Jenderal Pajak Per Kantor Wilayah DJP 

Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah lingkup Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada Tabel 

V.B.2.2.2. berikut: 

Tabel V.B.2.2.2. 
Realisasi Belanja Neto Per Kantor Wilayah 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

Nama Satker 
31 Desember 2020 

% 
31 Desember 2019 % Naik/ 

Turun Anggaran Realisasi Realisasi 

Instansi Pusat 1.779.471.799.000  1.669.637.495.975  93,83  2.062.082.894.779  (19,03) 

Kanwil DJP Aceh 92.876.656.000  90.545.667.525  97,49  93.982.618.682  (3,66) 

Kanwil DJP Sumatera Utara I 127.828.084.000  125.405.262.700  98,10  126.713.968.631  (1,03) 

Kanwil DJP Sumatera Utara II 101.850.586.000  96.689.002.304  94,93  106.317.462.297  (9,06) 

Kanwil DJP Riau 119.466.264.000  113.580.933.061  95,07  117.173.366.264  (3,07) 

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 130.170.418.000  124.901.832.258  95,95  130.717.274.590  (4,45) 

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. 
Bangka Belitung 

158.439.149.000  151.303.544.107  95,50  166.368.960.517  (9,06) 

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 120.502.237.000  118.237.975.747  98,12  114.458.899.848  3,30  

Kanwil DJP Jakarta Pusat 211.119.278.000  201.505.279.172  95,45  185.073.865.614  8,88  

Kanwil DJP Jakarta Barat 159.133.595.000  156.846.509.351  98,56  156.888.819.543  (0,03) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 135.409.213.000  131.915.051.514  97,42  129.102.292.878  2,18  

Kanwil DJP Jakarta Timur 141.636.714.000  137.472.613.010  97,06  135.472.242.230  1,48  

Kanwil DJP Jakarta Utara 126.702.553.000  123.842.865.475  97,74  117.221.628.550  5,65  

Kanwil DJP Jakarta Khusus 179.184.686.000  175.060.738.992  97,70  174.925.329.332  0,08  

Kanwil DJP Banten 186.458.638.000  179.219.427.963  96,12  178.017.554.466  0,68  

Kanwil DJP Jawa Barat I 213.809.165.000  208.482.482.755  97,51  199.923.191.453  4,28  

Kanwil DJP Jawa Barat II 146.651.573.000  142.198.131.156  96,96  145.198.733.328  (2,07) 

Kanwil DJP Jawa Tengah I 206.409.151.000  198.964.125.367  96,39  213.599.431.236  (6,85) 

Kanwil DJP Jawa Tengah II 166.142.873.000  162.882.138.868  98,04  167.053.340.337  (2,50) 

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 71.294.565.000  67.092.366.447  94,11  72.064.772.619  (6,90) 

Kanwil DJP Jawa Timur I 147.154.898.000  144.034.867.065  97,88  142.578.463.082  1,02  

Kanwil DJP Jawa Timur II 179.307.428.000  173.838.394.692  96,95  183.215.923.923  (5,12) 

Kanwil DJP Jawa Timur III 179.104.915.000  174.417.560.908  97,38  178.527.141.079  (2,30) 

Kanwil DJP Kalimantan Barat 90.670.270.000  87.175.389.052  96,15  92.871.060.049  (6,13) 

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 127.786.474.000  123.157.524.522  96,38  130.527.565.106  (5,65) 

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 136.830.181.000  132.643.678.685  96,94  132.532.400.842  0,08  

Kanwil DJP Sulawesi Selatan. Barat dan 
Tenggara 

185.054.183.000  177.953.026.047  96,16  198.502.882.702  (10,35) 

Kanwil DJP Sulawesi Utara. Tengah. 
Gorontalo dan Maluku Utara 

129.058.821.000  123.715.778.244  95,86  142.616.549.433  (13,25) 

Kanwil DJP Bali 90.241.155.000  87.627.953.897  97,10  95.540.216.823  (8,28) 

Kanwil DJP Nusa Tenggara 138.148.565.000  131.799.299.388  95,40  162.980.874.588  (19,13) 

Kanwil DJP Papua dan Maluku 109.769.023.000  104.084.498.520  94,82  120.934.427.118  (13,93) 

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 92.152.819.000  87.109.268.326  94,53  95.530.033.350  (8,81) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 161.365.925.000  157.124.276.477  97,37  153.169.314.583  2,58  

Kanwil DJP Jawa Barat III 213.437.347.000  205.137.456.225  96,11  227.350.679.217  (9,77) 

Kanwil DJP Kepulauan Riau 89.041.854.000  86.567.344.336  97,22  88.789.906.247  (2,50) 

Jumlah Belanja  6.643.681.055.000 6.372.169.760.131 95,91 6.938.024.085.336 (6,95) 

 

B.2.2.3.  Belanja Direktorat Jenderal Pajak Menurut Jenis Belanja 

Belanja Direktorat Jenderal Pajak dibagi menurut jenis belanja terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja 

Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja neto tersebut menurut jenis belanja sebagaimana 

disajikan Tabel V.B.2.2.3. berikut: 
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Tabel V.B.2.2.3. 

Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

 

Uraian 
31 Desember 2020 

% 
31 Desember 2019 % Naik/ 

(Turun) Anggaran Realisasi Realisasi 

Belanja Pegawai 2.830.896.118.000 2.785.953.417.212 98,41 2.683.779.258.260 18,80 

Belanja Barang 3.217.959.391.000 3.027.539.364.551 94,08 3.821.060.425.411 (21,05) 

Belanja Modal 594.825.546.000 558.676.978.368 93,92 433.184.401.665 (16,40) 

Jumlah 6.643.681.055.000 6.372.169.760.131 95,91 6.938.024.085.336 (6,95) 

 

Perbandingan Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan jenis belanja untuk  Tahun Anggaran 2020 

dan 2019 sebagaimana Grafik V.B.2.2.3.a. dan komposisi realisasi belanja sebagaimana Grafik 

V.B.2.2.3.b.berikut: 

 
Grafik V.B.2.2.3.a. 

Realisasi Belanja Neto Menurut Jenis Belanja 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam miliaran rupiah) 
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Grafik V.B.2.2.3.b. 
Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja 

yang berakhir 31 Desember 2020 

 

 

B.2.2.4. Belanja Pegawai 

Realisasi Belanja Pegawai Neto Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar  Rp2.785.953.417.212,00 yang berarti 

98,41 persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar 

Rp2.830.896.118.000,00. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 mengalami 

kenaikan sebesar Rp135.922.545.202,00 atau 5,13 persen dari Tahun Anggaran 2019.  

Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Tabel V.B.2.2.4. berikut: 

 
Tabel V.B.2.2.4. 

Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

Uraian 

31 Desember 2020 

% 

31 Desember 2019 % Naik/ 

Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto (Turun) 

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 2.805.539.592.000 2.768.874.752.490 98,69 2.650.030.872.010 4,48 

  Belanja Gaji Pokok PNS 1.954.012.957.000 1.944.332.246.951 99,50 1.908.646.033.695 1,87 

  Belanja Pembulatan Gaji PNS 34.980.000 29.935.263 85,58 32.798.364 (8,73) 

  Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 122.882.601.000 117.521.333.071 95,64 115.404.875.868 1,83 

  Belanja Tunj. Anak PNS 37.073.883.000 36.423.683.136 98,25 35.660.807.150 2,14 

  Belanja Tunj. Struktural PNS 46.992.773.000 46.392.146.800 98,72 45.891.430.000 1,09 

  Belanja Tunj. Fungsional PNS 48.864.170.000 47.785.203.937 97,79 45.100.614.834 5,95 

  Belanja Tunj. PPh PNS 3.111.358.000 2.648.209.395 85,11 2.439.175.983 8,57 

  Belanja Tunj. Beras PNS 94.992.495.000 93.269.492.730 98,19 92.156.006.400 1,21 

  Belanja Uang Makan PNS 407.964.054.000 393.129.781.170 96,36 316.343.993.698 24,27 

  
Belanja Tunj. Daerah 
Terpencil/Sangat Terpencil PNS 

215.200.000 207.625.000 96,48 203.225.000 2,17 

  
Belanja Tunjangan Khusus Papua 
PNS 

3.259.710.000 3.245.190.000 99,55 3.038.670.000 6,80 

44%
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Uraian 

31 Desember 2020 

% 

31 Desember 2019 % Naik/ 

Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto (Turun) 

  Belanja Tunjangan Umum PNS 86.135.411.000 83.889.905.037 97,39 85.113.241.018 (1,44) 

Belanja Lembur 25.356.526.000 17.078.664.722 67,35 33.748.386.250 (49,39) 

  Belanja Uang Lembur 25.356.526.000 17.078.664.722 67,35 33.748.386.250 (49,39) 

Realisasi Belanja Pegawai Neto 2.830.896.118.000 2.785.953.417.212 98,41 2.683.779.258.260 5,13 

Kenaikan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp135.922.545.202,00 atau 5,13 persen 

dari Tahun Anggaran 2019. 

 
Grafik V.B.2.2.4. 

Realisasi Belanja Pegawai Neto 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam miliaran rupiah) 
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B.2.2.5. Belanja Barang 

Realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3.027.539.364.551,00 atau 94,08 

persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.217.959.391.000,00. Hal 

ini berarti realisasi Belanja Barang neto Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar                                     

Rp793.519.724.860,00 atau minus (20,77) persen dari Tahun Anggaran 2019. Rincian Realisasi Belanja 

Barang Neto Semester Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Tabel V.B.2.2.5. berikut: 
 

Tabel V.B.2.2.5. 
Realisasi Belanja Barang 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

 

Uraian 
31 Desember 2020 

% 
31 Desember 2019  % 

Naik/ 
(Turun) Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto 

Belanja Barang Operasional   760.126.971.000      732.928.921.210  96,42     748.859.980.447  (2,13) 

  Belanja Keperluan Perkantoran   477.905.923.000      466.572.004.356  97,63 446.786.831.049 4,43  

 Belanja Pengadaan Bahan Makanan         244.400.000            213.271.559  87,26 384.559.552 100 

  Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh       3.014.859.000          2.781.612.890  92,26 5.856.656.204 (52,51) 

  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat   106.196.530.000        99.225.883.152  93,44 115.889.254.321 (14,38) 

  Belanja Honor Operasional Satuan Kerja     61.386.937.000        59.548.705.327  97,01 59.171.846.011 0,64  

  Belanja Barang Operasional Lainnya   111.378.322.000      104.587.443.926  93,90 120.770.833.310 (13,40) 

Belanja Barang Non Operasional   668.652.267.000      623.794.267.257  93,29  1.020.423.406.697  (38,87) 

  Belanja Bahan     59.014.492.000        48.597.602.221  82,35 99.663.562.337 (51,24) 

  Belanja Honor Output Kegiatan       6.883.000.000          5.372.574.000  78,06 9.940.828.116 (45,95) 

  Belanja Barang Non Operasional Lainnya   560.659.437.000      531.348.626.270  94,77 910.819.016.244 (41,66) 

 
Belanja Barang Operasional - Penanganan 
Pandemi COVID-19 

    42.095.338.000        38.475.464.766  91,40 - 100,00  

Belanja Barang Persediaan   350.947.059.000      335.519.863.918  95,60     333.053.517.010  0,74  

  Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi   153.237.546.000      143.850.663.006  93,87 177.403.297.010 (18,91) 

  
Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai 
dan Leges 

  194.311.400.000      188.693.400.000  97,11 155.269.420.000 21,53  

  Belanja Barang Persediaan Lainnya         220.000.000            218.075.000  99,13 380.800.000 (42,73) 

 
Belanja Barang Persediaan - Penanganan 
Pandemi COVID-19 

      3.178.113.000          2.757.725.912  86,77 - 100,00  

Belanja Jasa   652.986.872.000      622.085.032.428  95,27     566.523.295.471  9,81  

  Belanja Langganan Listrik   171.525.578.000      166.434.501.520  97,03 176.052.035.422 (5,46) 

  Belanja Langganan Telepon     23.430.915.000        20.471.170.574  87,37 20.668.174.000 (0,95) 

  Belanja Langganan Air       8.337.784.000          6.929.763.031  83,11 7.729.841.794 (10,35) 

  Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya         398.758.000            356.577.573  89,42 376.795.928 (5,37) 

 Belanja Jasa Konsultan           99.990.000              99.880.000  0,00 2.070.000.000 0,00  

  Belanja Sewa   327.819.264.000      322.207.704.520  98,29 302.295.730.727 6,59  

  Belanja Jasa Profesi     19.607.235.000        14.451.320.115  73,70 23.337.926.589 (38,08) 

  Belanja Jasa Lainnya     32.613.273.000        29.808.457.279  91,40 33.992.791.011 (12,31) 

 
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-
19 

    69.154.075.000        61.325.657.816  88,68 - 100,00  

Belanja Pemeliharaan   488.196.433.000      466.428.243.559  95,54     447.714.673.142  4,18  

  Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan   177.676.079.000      173.362.256.861  97,57 177.938.055.254 (2,57) 
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Uraian 
31 Desember 2020 

% 
31 Desember 2019  % 

Naik/ 
(Turun) Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto 

  
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 
Gedung dan Bangunan 

        839.736.000            739.572.256  88,07 680.171.523 8,73  

 
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - 
Penanganan Pandemi COVID-19 

      3.938.575.000          3.596.162.516  91,31 - 100,00  

  
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 
Lainnya 

      3.565.206.000          3.427.640.063  96,14 2.029.092.183 68,92  

  Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   291.951.900.000      276.979.943.306  94,87 257.054.612.259 7,75  

  
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 
Peralatan dan Mesin 

      4.931.012.000          4.313.422.110  87,48 4.521.872.487 (4,61) 

 
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

      1.662.916.000          1.646.293.220  100,00  - 100,00  

  Belanja Pemeliharaan Jaringan         860.582.000            794.004.227  92,26 269.118.436 195,04  

  Belanja Pemeliharaan Lainnya       2.770.427.000          1.568.949.000  56,63 5.221.751.000 (69,95) 

Belanja Perjalanan Dalam Negeri   296.122.225.000      246.361.595.920  83,20     696.403.797.809  (64,62) 

  Belanja Perjalanan Biasa   255.665.098.000      220.615.365.904  86,29 607.076.797.447 (63,66) 

  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota     29.440.773.000        19.643.024.022  66,72 52.499.782.962 (62,58) 

  
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam 
Kota 

      1.530.951.000          1.062.869.626  69,43 2.507.073.445 (57,61) 

 
Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan 
Pandemi COVID-19 

          45.543.000              25.665.000  56,35 - 100,00  

  
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 
Kota 

      9.439.860.000          5.014.671.368  53,12 34.320.143.955 (85,39) 

Belanja Perjalanan Luar Negeri         927.564.000            421.440.259  45,44        8.080.418.835  (94,78) 

  Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri         927.564.000            421.440.259  45,44 8.080.418.835 (94,78) 

 

Grafik V.B.2.2.5. 

Realisasi Belanja Barang Neto 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam miliaran rupiah) 

 

 

B.2.2.6. Belanja Modal 

Realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 558.676.978.368,00 yang berarti 93,92 

persen dari pagu yang ditetapkan dalam DIPA Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp594.825.546.000,00. Hal ini 

berarti realisasi Belanja Modal neto Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp125.492.576.703,00 

atau 28,97 persen dari Tahun Anggaran 2019. Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebagaimana Tabel 

V.B.2.2.6. berikut: 
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Tabel V.B.2.2.6. 

Realisasi Belanja Modal 
yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

Uraian 
31 Desember 2020 

% 

31 Desember 
2019 % Naik/ 

(Turun) 
Anggaran Realisasi Neto Realisasi Neto 

Belanja Modal Tanah 20.126.670.000 20.126.175.000 100,00 5.304.250.625 100,00 

Tanah 19.960.500.000 19.960.450.000 100,00 5.191.368.500 100,00 

Pembuatan Sertifikat Tanah 150.000.000 149.625.000 0,00 26.000.000 100,00 

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah 16.170.000 16.100.000 100,00 - 100,00 

Pengurukan dan Pematangan Tanah - - 0,00 86.882.125 100,00 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 
    

417.243.938.000  
    

406.119.277.248  
97,33  

     
200.925.316.641  

102,12 

416.110.940.000 405.133.645.665 97,36 200.925.316.641 101,63

494.246.000 467.888.783  -  

Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin   638.752.000 517.742.800 0,00 - 0,00 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 26.407.735.000 24.648.779.490 93,34 176.489.420.491 (86,03) 

  Gedung dan Bangunan 15.944.296.000 14.502.124.213 90,95 68.228.366.305 (78,74) 

 
Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan 
Bangunan 

130.000.000 129.500.000 0,00 115.000.000 0,00 

  Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 10.333.439.000 10.017.155.277 96,94 108.146.054.186 (90,74) 

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 224.268.000 221.664.250 0,00 260.704.728 0,00 

  Jaringan 224.268.000 221.664.250 0,00 260.704.728 0,00 

Belanja Modal Lainnya 130.822.935.000 107.561.082.380 82,22 50.204.709.180 0,00 

  Lainnya 124.651.742.000 101.530.440.194 81,45 50.173.381.180 0,00 

 
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya / Aset 
Lainnya 

6.171.193.000 6.030.642.186 0,00 31.328.000 0,00 

Realisasi Belanja Modal Neto 594.825.546.000 558.676.978.368 93,92 433.184.401.665 28,97 

 

Grafik V.B.2.2.6. 
Pengembalian Belanja 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019  
(dalam miliaran rupiah) 
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B.2.2.7. Pengembalian Belanja 

Pengembalian belanja (penerimaan kembali belanja) atas belanja yang terjadi pada Tahun Anggaran 2020 

adalah sebesar Rp656.672.246,00 atau turun sebesar 18,72 persen dari tahun sebelumnya sebesar 

Rp151.208.740,00. Rincian pengembalian belanja per jenis belanja sebagaimana Tabel V.B.2.2.7. berikut:  

Tabel V.B.2.2.7. 
Pengembalian Belanja 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ % Naik/ 

(Turun) (Penurunan) 

Pengembalian Belanja Pegawai 594.100.766  526.840.315  67.260.451 12,77  

Pengembalian Belanja Barang 475.956.654  1.676.610.143  (1.200.653.489) (71,61) 

Pengembalian Belanja Modal 4.975.000                 4.845.008  129.992 2,68  

Jumlah 1.075.032.420 2.208.295.466 (1.133.263.046) (51,32) 

 

Grafik V.B.2.2.7. 
Realisasi Pengembalian Belanja 

yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam jutaan rupiah) 
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B.2.2.8 Penjelasan atas Realisasi Belanja Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 dan Penghematan Anggaran di Direktorat Jenderal Pajak  

Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, DJP memfokuskan anggaran sesuai dengan SE-6/MK.02/2020. 

Selama tahun 2020, Satuan kerja di lingkungan DJP melakukan revisi untuk menganggarkan belanja barang 

penanganan Covid-19 yang semula tidak ada menjadi sebesar Rp120.074.560.000,00 dan belanja modal 

penanganan Covid-19 menjadi sebesar Rp 494.246.000,00. 

1. Belanja Barang 

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar  

Rp118.411.644.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp106.180.676.010,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel V.B.2.2.8.1. 
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 

yang berakhir 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

Akun Uraian Akun Pagu Realisasi Penyerapan 

521131 Belanja Barang Operasional ï 
Penanganan Pandemi COVID-19 

42.095.338.000 38.475.464.766 91,40% 

521841 Belanja Barang Persediaan - 
Penanganan Pandemi COVID-19 

3.178.113.000 2.757.725.912 86,77% 

522192 Belanja Jasa ï Penanganan 
Pandemi COVID-19 

69.154.075.000 61.325.657.816 88,68% 

523114 Belanja Pemeliharaan Gedung - 
Penanganan Pandemi COVID-19 

3.938.575.000 3.596.162.516 91,31% 

524115 Belanja Perjalanan Dinas - 
Penanganan Pandemi COVID-19 

45.543.000 25.665.000 56,35% 

Jumlah 118.411.644.000 106.180.676.010 89,67% 

 

Grafik V.B.2.2.8.1. 
Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19 

yang berakhir 31 Desember 2020 
(dalam miliaran rupiah) 
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2. Belanja Modal 

Direktorat Jenderal Pajak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemik COVID-19 sebesar 

Rp494.246.000,00. Anggaran tersebut terserap sebesar Rp467.888.783,00 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel V.B.2.2.8.2.a. 
Belanja Modal untuk Penanganan Pandemi COVID-19 

yang berakhir 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

Akun Uraian Akun Pagu Realisasi Penyerapan 

532119 Belanja Modal Peralatan dan Mesin ï 
Penanganan Pandemi COVID-19 

494.246.000 467.888.783 94,67 % 

Jumlah 494.246.000 467.888.783 94,67 % 

 

Terkait dengan penghematan anggaran selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan 

penghematan anggaran belanja TA 2020 sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 

tanggal 15 April 2020 dan  nota dinas Sekretaris Jenderal nomor ND-507/SJ/2020 tanggal 22 April 2020. Anggaran 

semula sebesar Rp7.891.620.107.000,00 dan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp6.643.681.055.000,00 

sehingga pagu anggaran menjadi sebagai berikut: 

Tabel V.B.2.2.8.2.b. 
Revisi Anggaran Belanja DJP 

Tahun Anggaran 2020 
(dalam rupiah) 

 

Uraian Anggaran Semula (Rp) Anggaran Setelah Revisi s.d. TW 3 (Rp) 

Belanja Pegawai 2.702.469.947.000 2.673.325.131.000 

Belanja Barang 4.262.501.280.000 3.389.013.631.000 

Belanja Modal 926.648.880.000 581.342.293.000 

Jumlah Belanja 7.891.620.107.000 6.643.681.055.000 
 

Tabel V.B.2.2.8.2.b. 
Revisi Anggaran Belanja DJP 

Tahun Anggaran 2020 
(dalam miliaran rupiah) 
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C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA 

C.1. PENJELASAN UMUM  NERACA 

Komposisi Neraca Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagaimana 

Tabel V.C.1 berikut:  

Tabel V.C.1 
Neraca 

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
(dalam rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan/ (Penurunan) 
% Naik/ 

(Turun) 

Aset 71.639.521.797.485 66.935.754.119.723 4.703.767.677.762 7,03 

Kewajiban 26.051.696.650.841 28.161.213.980.958 (2.109.517.330.117) (7,49) 

Ekuitas 45.587.825.146.644 38.774.540.138.765 6.813.285.007.879 17,57 

 

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp71.639.521.797.485,00 yang terdiri dari Aset Lancar 

sebesar Rp32.884.818.562.602,00, Aset Tetap sebesar Rp38.538.271.588.272,00, Piutang Jangka 

Panjang sebesar Rp118.333.165,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp216.313.313.446,00. Jumlah Kewajiban 

per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp26.051.696.650.841,00 yang merupakan Kewajiban Jangka 

Pendek. Sementara itu, jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp45.587.825.146.644,00. 

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp4.703.767.677.762,00 dari jumlah 

Aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp66.935.754.119.723,00. Kenaikan tersebut didukung oleh kenaikan 

Ekuitas sebesar Rp6.813.285.007.879,00, sedangkan Kewajiban mengalami penurunan sebesar 

Rp2.109.517.330.117,00. 

 

 

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 

C.2.1. Aset Lancar 

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar 

Rp32.884.818.562.602,00 dan Rp28.078.950.880.046,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan 

segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 dan 

31 Desember 2019 disajikan sebagaimana Tabel V.C.2.1. berikut 

Tabel V.C.2.1. 
Perbandingan Rincian Aset Lancar 

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
(dalam rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan/ Penurunan 
% Naik 

/(Turun) 

Kas di Bendahara Pengeluaran 91.960 573.302.126 (573.210.166) (99,98) 

Kas Lainnya dan Setara Kas 22.681.514 986.418.570 (963.737.056) (97,70) 

Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 198.078.211.117 142.509.372.407 55.568.838.710 38,99 

Uang Muka Belanja (prepayment) 99.418.826 219.289.193 (119.870.367) (54,66) 

Pemdapatan yang Masih Harus 

Diterima 
3.600.000 2.137.000 1.463.000 68,46 
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Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan/ Penurunan 
% Naik 

/(Turun) 

Piutang Perpajakan (neto) 32.451.426.995.038 27.735.943.730.775 4.715.483.264.263 17,00 

Piutang Bukan Pajak (neto) 42.547.929 3.549.467.306 (3.506.919.377) (98,80) 

Bagian Lancar  TP/TGR (neto) 96.483.461 162.874.398 (66.390.937) (40,76) 

Persediaan 235.048.532.757 195.004.288.271 40.044.244.486 20,54 

Jumlah 32.884.818.562.602 28.078.950.880.046 4.805.867.682.556 17,12 

 

 

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2020 sebesar Rp91.960,00. Kas di Bendahara 

Pengeluaran tersebut lebih rendah sebesar Rp573.210.166,00 atau 99,98 persen dari saldo per 31 Desember 

2019 sebesar Rp573.302.126,00. 

Saldo tersebut merupakan saldo kas untuk Uang Persediaan (UP) yang diperhitungkan dengan permintaan 

UP bulan berikutnya dan Saldo Value Added Tax (VAT) Refund For Tourist. Adapun rincian Kas di Bendahara 

Pengeluaran adalah sebagai berikut: 

 

Tabel V.C.2.1.1. 
Kas di Bendahara Pengeluaran Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
(dalam rupiah) 

 

Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 
% Naik/ (Turun) 

Kanwil DJP Sumatera Utara II - 7.119.200 (7.119.200) (100,00) 

Kanwil DJP Jakarta Pusat - 9.969.531 (9.969.531) (100,00) 

Kanwil DJP Jawa Timur II - 54.489.455 (54.489.455) (100,00) 

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah - 229.696.322 (229.696.322) (100,00) 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan 

Tenggara 
- 10 (10) (100,00) 

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo 

dan Malut 
91.960 3.695.600 (3.603.640) (97,51) 

Kanwil DJP Bali - 268.331.608 (268.331.608) (100,00) 

Kanwil DJP Papua dan Maluku - 400 (400) (100,00) 

Jumlah 91.960 573.302.126 (573.210.166) (99,98) 

 

 

C.2.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas 

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp22.681.514,00 yang berasal dari 

bunga atas jasa giro, pajak yang belum disetor per 31 Desember 2020 dan dana yang dikuasai Bendahara 

Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pegawai per 31 Desember 2020. Jika dibandingkan dengan 31 

Desember 2019 sebesar Rp986.418.570,00 maka terdapat penurunan sebesar Rp963.737.056,00 atau 

mencapai 97,70 persen. 
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Tabel V.C.2.1.2. 
  Kas Lainnya dan Setara Kas Menurut Kantor Wilayah 

 Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
 (dalam rupiah) 

Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 

% Naik/ 

(Turun) 

Kanwil DJP Riau               -       6.928.756       (6.928.756)     (100,00) 

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi               -          59.550         (59.550)     (100,00) 

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta               -       1.869.050      (1.869.050)     (100,00) 

Kanwil DJP Jawa Timur I               -       21.682.000     (21.682.000)     (100,00) 

Kanwil DJP Jawa Timur II               -       22.918.500      (22.918.500)     (100,00) 

Kanwil DJP Jawa Timur III               -      45.140.000     (45.140.000)     (100,00) 

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara               -      19.362.000      (19.362.000)     (100,00) 

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, 

Gorontalo dan Malut 
        12.120       3.655.620       (3.643.500)     (99,67) 

Kanwil DJP Nusa Tenggara               -         491.361        (491.361)     (100,00) 

Kanwil DJP Papua dan Maluku       7.917.613     839.306.473  
   

(831.388.860) 
    (99,06) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan II               -         101.260        (101.260)     (100,00) 

Kanwil DJP Kepulauan Riau               -       24.904.000      (24.904.000)     (100,00) 

Jumlah      22.681.514     986.418.570    (963.737.056)      (97,70) 

 

C.2.1.3. Belanja Dibayar Dimuka 

Belanja Dibayar Dimuka Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 

2020 adalah sebesar Rp198.078.211.117,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp142.509.372.407,00 

sehingga terjadi kenaikan sebesar 38,99 persen atau sebesar Rp55.568.838.710,00. 

                  Tabel V.C.2.1.3. 

Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah 
Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 

(dalam rupiah) 
 

Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 

 % Naik/ 

(Turun)  

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen 

Perpajakan 
1.885.785.000 - 1.885.785.000 100,00 

Kanwil DJP Aceh 66.366.666 - 66.366.666 100,00 

Kanwil DJP Sumatera Utara I 60.984.000 60.984.000 - - 

Kanwil DJP Sumatera Utara II 459.578.583 495.687.250 (36.108.667) (7,28) 

Kanwil DJP Riau 2.716.833.333 26.666.666 2.690.166.667 10.088,13 

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 215.483.482 156.981.481 58.502.001 37,27 

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. 

Bangka Belitung 
831.957.500 1.203.419.167 (371.461.667) (30,87) 

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 1.744.883.391 495.958.333 1.248.925.058 251,82 

Kanwil DJP Jakarta Pusat 11.160.401.873 - 11.160.401.873 100,00 

Kanwil DJP Jakarta Barat 19.705.099.700 23.318.600.000 (3.613.500.300) (15,50) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 20.398.000.000 - 20.398.000.000 100,00 

Kanwil DJP Jakarta Timur 16.045.833.333 14.644.328.125 1.401.505.208 9,57 

Kanwil DJP Jakarta Utara 18.489.166.667 19.665.000.000 (1.175.833.333) (5,98) 
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Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 

 % Naik/ 

(Turun)  

Kanwil DJP Jakarta Khusus 9.259.300.000 9.081.072.000 178.228.000 1,96 

Kanwil DJP Banten 9.939.781.888 12.356.866.792 (2.417.084.904) (19,56) 

Kanwil DJP Jawa Barat I 1.867.583.333 11.137.500 1.856.445.833 16.668,42 

Kanwil DJP Jawa Barat II 4.076.250.593 5.654.000 4.070.596.593 71.994,99 

Kanwil DJP Jawa Tengah I - 990.000.000 (990.000.000) (100,00) 

Kanwil DJP Jawa Timur II 921.133.333 930.078.427 (8.945.094) (0,96) 

Kanwil DJP Jawa Timur III 51.135.000 194.237.000 (143.102.000) (73,67) 

Kanwil DJP Kalimantan Barat 2.004.734.949 1.022.541.700 982.193.249 96,05 

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan 

Tengah 
2.442.157.500 1.373.750.000 1.068.407.500 77,77 

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan 

Utara 
5.224.320.000 - 5.224.320.000 100,00 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 

dan Tenggara 
537.668.933 444.663.333 93.005.600 20,92 

Kanwil DJP Nusa Tenggara 3.360.525.833 - 3.360.525.833 100,00 

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 28.586.409.703 28.955.918.694 (369.508.991) (1,28) 

Kanwil DJP Jawa Barat III 24.803.332.524 17.691.149.272 7.112.183.252 40,20 

Kanwil DJP Kepulauan Riau 11.223.504.000 9.384.678.667 1.838.825.333 19,59 

Jumlah 198.078.211.117 142.509.372.407 55.568.838.710 38,99 

 

 

C.2.1.4. Uang Muka Belanja (Prepayment) 

Uang Muka Belanja Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 31 Desember 2020 

adalah sebesar Rp99.418.826,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp219.289.193,00. 

Tabel V.C.2.1.4. 
Uang Muka Belanja Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
                        (dalam rupiah) 

 

Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 

 % Naik/ 

(Turun)  

Kantor Pusat DJP 577.430  7.805.070   (7.227.640) (92,60) 

Kanwil DJP Aceh -  3.366.510   (3.366.510) (100,00) 

Kanwil DJP Sumatera Utara I 3.892.920  11.678.760   (7.785.840) (66,67) 

Kanwil DJP Sumatera Utara II -   614.740  (614.740) (100,00) 

Kanwil DJP Riau 4.192.360  9.178.288   (4.985.928) (54,32) 

Kanwil DJP Sumatera Barat dan 

Jambi 
5.761.574   448.430  5.313.144   1.184,83  

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan 

Kep. Bangka Belitung 
8.960.810  20.156.125   (11.195.315) (55,54) 

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 7.822.600  14.915.520   (7.092.920) (47,55) 

Kanwil DJP Jakarta Pusat 788.020  2.268.120   (1.480.100) (65,26) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 3.203.100  7.497.900   (4.294.800) (57,28) 

Kanwil DJP Jawa Barat I -   589.320  (589.320) (100,00) 
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Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 

 % Naik/ 

(Turun)  

Kanwil DJP Jawa Barat II 3.524.140  6.407.560   (2.883.420) (45,00) 

Kanwil DJP Jawa Tengah I 4.859.200  36.701.610   (31.842.410) (86,76) 

Kanwil DJP Jawa Tengah II 4.414.560   -  4.414.560   100,00  

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 15.763.970  13.292.160  2.471.810   18,60  

Kanwil DJP Jawa Timur I 8.898.270   -  8.898.270   100,00  

Kanwil DJP Jawa Timur II -  8.936.658   (8.936.658) (100,00) 

Kanwil DJP Jawa Timur III 400  10.883.940   (10.883.540) (99,99) 

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan 

Tengah 
21.377.902  25.569.842   (4.191.940) (16,39) 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat 

dan Tenggara 
-  22.531.910   (22.531.910) (100,00) 

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, 

Gorontalo dan Malut 
2.341.650   -  2.341.650   100,00  

Kanwil DJP Nusa Tenggara 979.700  10.266.070   (9.286.370) (90,46) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 2.060.220  6.180.660   (4.120.440) (66,67) 

Jumlah 99.418.826   219.289.193  (119.870.367) (54,66) 

 

 
C.2.1.5. Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Pendapatan yang masih harus diterima Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo per 

31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.600.000,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.137.000,00. 

Tabel V.C.2.1.5. 
Pendapatan yang Masih Harus Diterima 

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
(dalam rupiah) 

 

Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 
% Naik/ (Turun) 

Kanwil DJP Jakarta Pusat 3.600.000 - 3.600.000 100,00 

Kanwil DJP Jakarta Selatan I - 2.137.000 (2.137.000) (100,00) 

Jumlah 3.600.000 2.137.000 1.463.000 68,46 

 
 

 

C.2.1.6. Piutang Pajak 

Jumlah Piutang Pajak Bruto per 31 Desember 2020 sebesar Rp69.891.088.751.631,00. Jumlah tersebut 

merupakan piutang negara kepada Wajib Pajak berupa pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku, tetapi sampai dengan 31 Desember 2020 belum mendapat pelunasan. Rincian 

mutasi piutang pajak per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut: 

Tabel V.C.2.1.6.a. 
Mutasi Piutang Pajak 
Per 31 Desember 2020  

(dalam rupiah) 
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No Uraian Nilai (Rp) 

1 Saldo Awal 72.630.633.482.247 

2 Penambah Piutang  

  Penetapan Pajak 56.524.249.304.581 

  Inkracht Ketetapan 8.841.257.021.097 

  Upaya Hukum Menambah 16.746.387.626.300 

  Penerbitan Kembali Menambah 10.108.788.681 

  Pindah Masuk 2.309.373.510.757 

  Selisih Kurs Menambah 406.626.457.629 

  Koreksi Menambah 5.338.478.655.249 

  Tambah Lain 716.770.936.791 

 Total Penambah 90.893.252.301.087 

3 Pengurang Piutang  

  Penyesuaian Jurnal Manual 28.423.129.559 

  Pembayaran 45.824.473.163.683 

  Pemindahbukuan 5.892.762.078.260 

  Kompensasi 7.504.876.547.719 

  Upaya Hukum Berkurang 4.919.472.180.232 

  Penerbitan Kembali Berkurang 7.090.568.387 

  Pindah Keluar 2.309.373.510.757 

  Selisih Kurs Berkurang 369.752.582.072 

  Koreksi Berkurang 7.259.012.630.688 

  Kurang Lain 6.371.622.968.525 

  Hapus Buku 13.145.937.671.821 

 Total Pengurang 93.632.797.031.703 

4 Saldo Akhir 69.891.088.751.631 

5 Nilai Penyisihan 37.439.661.754.138 

6 Saldo Neto 32.451.426.997.493 

 

1. Mutasi Tambah Piutang  

Mutasi tambah piutang terdiri dari (1) penambahan dari transaksi tahun berjalan yaitu penerbitan 

kohir (ketetapan pajak), hasil putusan hukum yang menambah piutang, ketetapan pajak yang telah 

jatuh tempo dan menambah piutang, perpindahan antar KPP, dan konversi mata uang asing yang 

menambah nilai piutang (realized gain & unrealized gain); dan (2) penambahan dari transaksi tahun 

sebelumnya yang baru diakui pada tahun berjalan (penambah lain).  

2. Mutasi Kurang Piutang  

Mutasi kurang piutang terdiri dari (1) pengurangan dari transaksi tahun berjalan yaitu pembayaran 

piutang (MPN), Pemindahbukuan, kompensasi dari pembayaran restitusi (Surat Keputusan 

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak), hasil putusan hukum yang mengurangi piutang, 

ketetapan pajak yang telah jatuh tempo dan mengurangi piutang, perpindahan antar KPP, dan 

konversi mata uang asing yang mengurangi nilai piutang (realized loss & unrealized loss), 

penghapusan piutang sesuai Keputusan Menteri Keuangan (hapus tagih), dan perhitungan lebih 

bayar (PLB); dan (2) Pengurangan dari transaksi tahun sebelumnya yang baru diakui pada tahun 

berjalan (pengurang lain dan pengurang periode lalu).  
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3. Pengakuan Piutang atas Surat Ketetapan Pajak (SKP)  

Piutang pajak pada DJP terbentuk dengan adanya penerbitan ketetapan pajak oleh DJP atas kewajiban  

Wajib  Pajak  (WP).  Ketetapan  pajak  yang  telah  disetujui  oleh  WP  dicatat  sebagai  penambah 

piutang pajak, sedangkan ketetapan pajak yang belum disetujui oleh WP belum dicatat sebagai 

penambah piutang pajak karena WP diberikan waktu untuk melakukan upaya hukum atas ketetapan 

pajak yang diterimanya sesuai ketentuan yang berlaku. Jika dalam waktu yang diberikan WP tidak 

melakukan upaya hukum atau terdapat putusan hukum inkracht yang berdampak pada penambahan 

piutang, maka atas ketetapan pajak tersebut akan diakui sebagai penambah piutang pajak. Dalam 

pelaksanaan proses upaya hukum tersebut, WP dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu atas 

ketetapan pajak yang telah disetujui maupun yang belum disetujui. Jika keputusan upaya hukum 

menghasilkan nilai ketetapan pajak lebih kecil dari ketetapan pajak awal, maka akan dilakukan 

penyesuaian pada akun piutang pajak untuk ketetapan pajak terkait dengan mencatat sebagai 

penghitungan lebih bayar atas ketetapan pajak tersebut.  

4. Upaya hukum keberatan, banding, serta peninjauan kembali yang belum berkekuatan hukum tetap. 

Selama tahun 2020, terdapat upaya hukum yang telah dilakukan WP, baik permohonan keberatan 

kepada Kantor Wilayah DJP dan pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak. Namun demikian, hasil 

upaya hukum tersebut belum seluruhnya dapat diakui sebagai piutang pajak, dengan rincian sebagai 

berikut:  

a. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam rentang 

waktu yang diberikan kepada WP untuk mengajukan upaya hukum atas ketetapan pajak yang 

diterbitkan oleh DJP sebanyak 32.138 ketetapan pajak sebesar Rp27.109.053.523.968,20. 

b. Ketetapan Pajak yang belum dapat diakui sebagai piutang pajak karena masih dalam proses upaya 

hukum (keberatan atau banding) sebanyak 21.894 ketetapan pajak sebesar 

Rp62.419.225.231.945,40. 

5. Atas sengketa pajak berupa Keberatan dan Non Keberatan (pembetulan, pengurangan, penghapusan, 

dan pembatalan) ketetapan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan keputusan yang dapat 

mempengaruhi nominal ketetapan pajak semula dengan isi keputusan mengabulkan seluruhnya atau 

sebagian, menolak, menambah, membetulkan, mengurangkan, menghapuskan, dan membatalkan. 

Pengakuan piutang pajak atas Keputusan Keberatan dan Keputusan Non Keberatan diakui pada saat 

diterbitkan Surat Keputusan. Atas sengketa banding dan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Pajak, 

Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan yang dapat mempengaruhi nominal ketetapan pajak 

sebelumnya dengan amar putusan menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak 

yang harus dibayar, tidak dapat diterima, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, 

dan/atau membatalkan. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan 

Surat Pelaksanaan Putusan Banding (SP2B). 

Terdapat Putusan Banding dari Pengadilan Pajak yang diucap sampai dengan tanggal 31 Desember 

2020 yang belum diterbitkan SP2B karena sedang diajukan pembetulan Putusan Banding ke Pengadilan 

Pajak sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2020, dengan 

rincian sebagai berikut: 

Uraian Kurs Jumlah Ketetapan Nilai 

Ketetapan yang diputuskan Pengadilan Pajak 

namun belum diterbitkan SP2B 

IDR 37 230.548.745.758 

USD 3 5.809.696 
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Atas pengajuan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, baik yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Pajak 

maupun oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengeluarkan putusan dengan amar 

putusan mengabulkan, menolak, atau tidak dapat diterima. Pengakuan piutang pajak atas Putusan Peninjauan 

Kembali terkait dengan Putusan Banding diakui pada saat diterbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan 

Kembali (SP2PK).  

Terdapat Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 yang belum diterbitkan SP2PK karena sedang diajukan 

pembetulan Putusan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak atau Salinan 

Putusan Peninjauan Kembali sedang proses penerbitan SP2PK dengan diteruskan ke KPP tempat Wajib Pajak 

terdaftar karena Wajib Pajak pindah sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam saldo Piutang Pajak per 31 

Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut: 

Uraian Kurs Jumlah Ketetapan Nilai 

Ketetapan yang diputuskan Mahkamah Agung 

namun belum diterbitkan SP2PK 
IDR 171 1.324.514.753.342 

Saldo Piutang Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan jatuh tempo 31 Desember 2020 adalah sebesar 

Rp69.891.088.751.631,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp72.630.633.482.223,00. Rincian piutang 

pajak berdasarkan jenis pajak sebagaimana Tabel V.C.2.1.4.b. berikut: 

Tabel V.C.2.1.6.b. 
Piutang Pajak per Jenis Pajak 

Per 31 Desember 2020  
(dalam ribuan rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 

  % Naik/ 

(Turun)   

Piutang PPh Minyak Bumi 7.779 - 7.779 100,00 

Piutang PPh Pasal 21 1.444.917.836 1.354.212.068 90.705.768 6,70 

Piutang PPh Pasal 22 603.738.346 596.148.019 7.590.327 1,27 

Piutang PPh Pasal 22 Impor 2.121.871 - 2.121.871 100,00 

Piutang PPh Pasal 23 3.144.397.552 3.598.683.657 (454.286.105) (12,62) 

Piutang PPh Pasal 25/29 

Orang Pribadi 
1.903.191.983 1.818.888.178 84.303.805 4,63 

Piutang PPh Pasal 25/29 

Badan 
18.313.005.239 18.693.188.405 (380.183.166) (2,03) 

Piutang PPh Pasal 26 1.443.919.359 1.339.521.126 104.398.233 7,79 

Piutang PPh Final 3.455.008.564 2.938.856.977 516.151.587 17,56 

Piutang PPN Dalam Negeri 24.279.436.124 24.501.507.271 (222.071.147) (0,91) 

Piutang PPN Impor 19.966.520 - 19.966.520 100,00 

Piutang PPnBM dalam Negeri 257.676.089 350.738.063 (93.061.974) (26,53) 

Piutang PBB Perkebunan 1.497.252.137 1.316.906.729 180.345.408 13,69 

Piutang PBB Kehutanan 829.381.699 774.739.317 54.642.382 7,05 

Piutang PBB Pertambangan 4.018.225.337 4.459.840.421 (441.615.084) (9,90) 

Piutang PBB Lainnya 74.783.706 75.075.097 (291.391) (0,39) 

Piutang Bea Materai 4.503.319 - 4.503.319 100,00 

Piutang Pajak Tidak Langsung 

Lainnya 
16.501.255 20.762.097 (4.260.842) (20,52) 

Piutang Bunga Penagihan 

PPh 
5.664.046.381 6.770.110.736 (1.106.064.355) (16,34) 
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Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 

  % Naik/ 

(Turun)   

Piutang Bunga Penagihan 

PPN 
2.765.851.898 3.847.382.736 (1.081.530.838) (28,11) 

Piutang Bunga Penagihan 

PPnBM 
153.155.757 174.072.585 (20.916.828) (12,02) 

Jumlah 69.891.088.751 72.630.633.482 (2.739.544.731) (3,77) 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa piutang pajak yang mengalami kenaikan 

nilai dan penurunan nilai. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Untuk Piutang Pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25 OP, PPh Pasal 26, dan PPh Final (Pasal 

4 ayat (2)) terjadi kenaikan karena terdapat penerbitan ketetapan baru yang cukup signifikan sebagai efek 

kegiatan pemeriksaan/penelitian serta adanya penambahan ketetapan inkracht dan upaya hukum. 

Sedangkan untuk PPh Pasal 25 Badan, PPN, PPnBM terjadi penurunan karena terdapat pelunasan 

melalui pembayaran MPN oleh Wajib Pajak dan penyelesaian melalui upaya hukum. 

2. Untuk Piutang PBB terjadi kenaikan pada Piutang PBB Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Non 

Migas, dan PBB Lainya karena adanya penerbitan SPPT yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak. 

Sedangkan untuk Piutang PBB Pertambangan Migas terjadi penurunan karena terdapat pelunasan 

piutang tahun pajak sebelumnya melalui pemindahbukuan oleh Direktorat Jenderal Anggaran. 

3. Untuk Piutang Pajak lainnya, Piutang Bunga Penagihan PPh, Piutang Bunga Penagihan PPN, dan Bunga 

Penagihan PPnBM terjadi penurunan karena ketetapan induk atas ketetapan tersebut telah daluwarsa. 

Tabel V.C.2.1.6.c. 
Rincian Piutang Pajak Per Kanwil 

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
 (dalam ribuan rupiah) 

Kode 

Kanwil 
Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 

 Kenaikan/ 

(Penurunan)  

 % 

Naik/ 

(Turun)  

010 Kanwil DJP Aceh 576.040.110 505.328.240 70.711.871 13,99 

020 Kanwil DJP Sumatera Utara I 1.330.065.306 1.309.025.318 21.039.988 1,61 

030 Kanwil DJP Sumatera Utara II 428.898.526 462.751.928 (33.853.402) (7,32) 

040 Kanwil DJP Riau 1.232.432.415 1.683.945.565 (451.513.150) (26,81) 

050 
Kanwil DJP Sumatera Barat dan 

Jambi 
1.113.884.924 961.923.397 151.961.527 15,80 

060 
Kanwil DJP Sumatera Selatan 

dan Kep. Babel 
2.395.834.800 2.119.777.986 276.056.815 13,02 

070 
Kanwil DJP Bengkulu dan 

Lampung 
622.691.788 624.356.966 (1.665.177) (0,27) 

080 Kanwil DJP Jakarta Pusat 2.633.287.213 5.474.203.903 (2.840.916.690) (51,90) 

090 Kanwil DJP Jakarta Barat 1.989.659.859 1.642.745.311 346.914.548 21,12 

100 Kanwil DJP Jakarta Selatan I 4.093.874.433 4.429.353.375 (335.478.941) (7,57) 

110 Kanwil DJP Jakarta Timur 2.423.540.771 2.726.858.056 (303.317.285) (11,12) 

120 Kanwil DJP Jakarta Utara 2.991.899.967 5.425.508.977 (2.433.609.010) (44,85) 

130 Kanwil DJP Jakarta Khusus 10.815.581.964 10.842.488.221 (26.906.257) (0,25) 

140 Kanwil DJP Banten 2.370.129.857 1.923.514.955 446.614.902 23,22 

150 Kanwil DJP Jawa Barat I 2.552.174.089 2.402.738.402 149.435.687 6,22 

160 Kanwil DJP Jawa Barat II 1.024.112.242 1.070.005.690 (45.893.448) (4,29) 

170 Kanwil DJP Jawa Tengah I 2.097.239.851 2.095.608.528 1.631.323 0,08 
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Kode 

Kanwil 
Nama Kanwil 31 Desember 2020 31 Desember 2019 

 Kenaikan/ 

(Penurunan)  

 % 

Naik/ 

(Turun)  

180 Kanwil DJP Jawa Tengah II 1.008.116.490 1.105.020.180 (96.903.689) (8,77) 

190 
Kanwil DJP Daerah Istimewa 

Yogyakarta 
336.348.915 347.190.816 (10.841.901) (3,12) 

200 Kanwil DJP Jawa Timur I 1.357.976.261 2.527.721.867 (1.169.745.606) (46,28) 

210 Kanwil DJP Jawa Timur II 1.165.780.506 1.170.134.591 (4.354.085) (0,37) 

220 Kanwil DJP Jawa Timur III 1.157.723.906 1.014.467.273 143.256.633 14,12 

230 Kanwil DJP Kalimantan Barat 849.936.207 769.705.520 80.230.687 10,42 

240 
Kanwil DJP Kalimantan Selatan 

dan Tengah 
2.724.568.392 2.787.922.761 (63.354.368) (2,27) 

250 
Kanwil DJP Kalimantan Timur 

dan Utara 
3.128.963.005 3.156.437.526 (27.474.521) (0,87) 

260 
Kanwil DJP Sulawesi Selatan 

Barat dan Tenggara 
1.525.978.264 1.467.614.256 58.364.007 3,98 

270 
Kanwil DJP Sulawesi Utara 

Tengah dan Maluku Utara 
726.486.597 587.358.762 139.127.835 23,69 

280 Kanwil DJP Bali 678.823.727 660.775.241 18.048.486 2,73 

290 Kanwil DJP Nusa Tenggara 474.498.433 445.891.385 28.607.048  6,42  

300 Kanwil DJP Papua dan Maluku 1.140.751.200 1.212.213.965 (71.462.765)  (5,90) 

310 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 7.711.337.328 4.997.678.519 2.713.658.809  54,30  

320 Kanwil DJP Jakarta Selatan II 2.535.762.185 2.482.410.358 53.351.827  2,15  

330 Kanwil DJP Jawa Barat III 1.721.435.757 1.641.456.562 79.979.195  4,87  

340 Kanwil DJP Kepulauan Riau 955.253.464 556.499.084 398.754.380  71,65  

Jumlah 69.891.088.751  72.630.633.482 (2.739.544.731) (3,77) 
 

Dari nilai piutang pajak sebesar Rp69.891.088.751.631,00 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar 

Rp37.439.661.754.138,00 sehingga nilai piutang pajak bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan (Net 

Realizable Value) adalah sebesar Rp32.451.426.997.493,00. Perhitungan nilai penyisihan piutang pajak tidak 

tertagih per 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut: 

Tabel V.C.2.1.6.d. 
Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih 

Per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 
(dalam rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan/ (Penurunan) 
 % Naik/ 

(Turun)  

Piutang Pajak Bruto 69.891.088.751.631 72.630.633.482.247 (2.739.544.730.616) (3,77) 

Penyisihan Piutang Pajak 37.439.661.754.138 44.894.689.751.334 (7.455.027.997.196) (16,61) 

Piutang Pajak Neto 32.451.426.997.493 27.735.943.730.913 4.715.483.266.580 17,00 

 

 
Tabel V.C.2.1.6.e. 

Rincian Penyisihan Piutang Pajak Tidak Tertagih 
Per 31 Desember 2020 

(dalam rupiah) 
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raian 
Kualitas Piutang 

Total 
Lancar Kurang Lancar Diragukan Macet 

Piutang Pajak 

(Rp) 
15.801.496.315.415 12.856.237.873.020 10.046.140.160.457 31.187.214.402.739 69.891.088.751.631 

Barang Sitaan/ 

Agunan yang 

dapat 

dikurangkan 

- 20.689.661.586 48.001.857.246 109.184.102.927 177.875.621.759 

Dasar 

Penghitungan 

Penyisihan 

15.801.496.315.415 12.835.548.211.434 9.998.138.303.211 31.078.030.299.812 69.713.213.129.872 

Persentase 

Penyisihan 
0,50% 10,00% 50,00% 100,00%  

Nilai 

Penyisihan 

Piutang Pajak 

79.007.481.577 1.283.554.821.143 4.999.069.151.606 31.078.030.299.812 37.439.661.754.138 

 

Piutang pajak berdasarkan umur disajikan dalam tabel V.C.2.1.4.f. Umur piutang pajak digunakan sebagai 

salah satu dasar penentuan penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih. 

Tabel V.C.2.1.6.f. 
Rincian Piutang dan Penyisihan Pajak per Umur 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

Umur Piutang Bruto Nilai Penyisihan Piutang Neto 

Sampai dengan 1 Tahun 17.241.692.215.989 223.029.861.634 17.018.662.354.355 

Lebih dari 1 Tahun sampai dengan 

2 Tahun 
12.524.322.359.575 1.701.677.658.660 10.822.644.700.915 

Lebih dari 2 Tahun sampai dengan 

3 Tahun 
9.000.570.471.375 4.499.634.631.244 4.500.935.840.131 

Lebih dari 3 Tahun sampai dengan 

4 Tahun 
7.793.941.550.094 7.770.408.659.681 23.532.890.412 

Lebih dari 4 Tahun sampai dengan 

5 Tahun 
6.480.984.159.330 6.467.209.865.696 13.774.293.634 

Lebih dari 5 Tahun 16.849.577.995.269 16.777.701.077.223 71.876.918.047 

Grand Total 69.891.088.751.631 37.439.661.754.138 32.451.426.997.493 

 

 

Piutang pajak yang telah daluwarsa dihapusbukukan sesuai dengan PMK 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan 

Akuntansi Penghapusan Piutang Pajak Yang Telah Daluwarsa. Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa 

dan telah dihapusbukukan, tetap dikelola sampai dengan dilakukannya penghapustagihan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

Nilai piutang daluwarsa sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp43.256.163.879.792,00, mengalami 

kenaikan sebesar Rp11.346.267.952.629,00 dari saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp31.909.895.927.163,00 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel V.C.2.1.6.g. 
Piutang Pajak Daluwarsa 

Per 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 Kenaikan/ (Penurunan) 
 % Naik/ 

(Turun)  

Daluwarsa 43.256.163.879.792 31.909.895.927.163 11.346.267.952.629 35,56 

 

Kenaikan daluwarsa piutang pajak sebesar Rp11.346.267.952.629,00 berasal dari penambahan piutang 

daluwarsa tahun berjalan sebesar Rp13.145.937.671.820,00, dikurangi Penghapustagihan Piutang Pajak 

tahun 2020 sebesar Rp1.769.392.480.418,00 dan restate piutang daluwarsa 2019 menjadi belum 

daluwarsa sebesar Rp30.277.238.774,00. 

Tabel V.C.2.1.6.h. 
Mutasi Piutang Daluwarsa 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

KETERANGAN NILAI 

Saldo Awal Daluwarsa 31.909.895.927.163 

Penambahan Daluwarsa 13.145.937.671.821 

Penghapustagihan (1.769.392.480.418) 

Restate Hapus Buku (30.277.238.774) 

Saldo Akhir Daluwarsa 43.256.163.879.792 

 

Pada tahun 2020 terdapat penambahan piutang daluwarsa tahun berjalan sebesar 

Rp13.145.937.671.821,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut: 

Tabel V.C.2.1.6.i. 
Penambahan Piutang Daluwarsa per Jenis Pajak  

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

Jenis  Jumlah 

Piutang PPh Psl. 21 107.924.125.958,30 

Piutang PPh Psl. 22 9.643.908.960,50 

Piutang PPh Psl. 23 321.636.904.457,83 

Piutang PPh Psl. 25 OP 209.393.701.067,22 

Piutang PPh Psl. 25 Badan 2.244.085.667.956,02 

Piutang PPh Psl. 26 422.445.361.846,34 

Piutang PPh Psl.4 ayat (2) 164.384.198.074,58 

Piutang PPN 2.549.006.994.697,73 

Piutang PPn BM 41.148.473.148,00 

Piutang PBB Perkebunan 168.996.691.522,66 

Piutang PBB Kehutanan 90.746.574.353,00 

Piutang PBB Pertambangan Migas 473.865.260.245,00 

Piutang PBB Pertambangan Non Migas 771.886.285.995,00 

Piutang PBB Sektor Lainnya 1.336.550.260,00 
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Jenis  Jumlah 

Piutang Bunga Penagihan PPh 3.697.583.926.796,66 

Piutang Bunga Penagihan PPN 1.850.936.218.795,78 

Piutang Bunga Penagihan PPnBM 20.916.827.686,00 

Jumlah 13.145.937.671.820,60 

 

Terhadap piutang pajak yang telah daluwarsa dan telah dilakukan penghapustagihan diungkapkan secara 

memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada periode terjadinya penghapustagihan. 

Piutang yang daluwarsa penagihan yang telah dihapusbukukan pada 2020 dilakukan 

penghapustagihanan piutang pajak sesuai PMK-68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan 

Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan dan SE-13/PJ/2013 tentang Tata Cara Pengusulan 

dan Tindak Lanjut Penghapusan Piutang Pajak. Usulan Penghapusan Piutang Pajak terlebih dahullu 

direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebelum disampaikan kepada Menteri 

Keuangan. Sampai dengan periode laporan telah diterbitkan 7 Keputusan Menteri Keuangan tentang 

Penghapusan Piutang Pajak yang Tidak Dapat Ditagih Lagi senilai Rp1.769.392.480.418,00 untuk 7 

Kanwil DJP dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel V.C.2.1.6.j. 
Rincian KMK Penghapusan Piutang Pajak  

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

Nama Kanwil Nomor KMK 
Tanggal 

KMK 

Jumlah 
Ketetapan 

Dihapuskan 

Saldo 
Dihapuskan 

Kanwil DJP Jawa Timur III 35/KMK.03/2020 12/2/2020 884 168.582.075.455 

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 36/KMK.03/2020 12/2/2020 646 852.387.628.582 

Kanwil DJP Jawa Tengah II 121/KMK.03/2020 18/03/2020 692 150.010.871.251 

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 434/KMK.03/2020 25/09/2020 704 207.888.350.448 

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 475/KMK.03/2020 20/10/2020 635 225.010.521.434 

Kanwil DJP Jakarta Utara 476/KMK.03/2020 20/10/2020 6 1.316.519.556 

Kanwil DJP Jawa Timur II 534/KMK.03/2020 24/11/2020 682 164.196.513.692 

Total 4.249 1.769.392.480.418 

 

Piutang pajak yang diakui pada SKPKB/SKPKBT adalah sebesar nilai yang disetujui oleh Wajib Pajak 

untuk Tahun Pajak 2008 dan seterusnya. Hal ini tidak berlaku pada STP dan SPPT karena pada jenis 

ketetapan tersebut tidak ada unsur nilai setuju atau tidak setuju atas nilai ketetapan pajak. Pada 1 Januari 

2020 sampai dengan 31 Desember 2020, SKPKB/SKPKBT yang terbit sebanyak 2.922.757 dengan total 

nilai ketetapan sebesar Rp99.052.637.578.352,00 dan USD654,561,063.00. Rincian nilai setuju/tidak 

setuju atas SKPKB/SKPKBT per jenis pajak disajikan sebagai berikut: 
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Tabel V.C.2.1.6.k 

Rincian Nilai Setuju/Tidak Setuju SKPKB/SKPKBT 

Terbit 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020  

Jenis Pajak Kurs 
Jumlah 

Transaksi 
Nilai Ketetapan 

Nilai Setuju 
Ketetapan 

Nilai Tidak 
Setuju Ketetapan 

 PPh Minyak Bumi  
IDR 5 1.011.462.559  1.011.462.559  0 

USD 1 415 415 0 

 PPh Psl. 21  IDR 362.699 2.193.660.065.375  1.400.497.885.863  793.162.179.512  

 PPh Psl. 22  IDR 12.611 689.447.645.170  228.586.942.062  460.860.703.108  

 PPh Pasal 22 Impor  IDR 158 5.616.634.856  3.275.415.789  2.341.219.067  

 PPh Psl. 23  
IDR 127.265 7.063.638.672.415  1.592.096.041.947  5.471.542.630.468  

USD 1 522.76 258.861 263.899 

 PPh Psl. 25 OP  IDR 729.034 1.241.499.717.522  907.601.018.096  333.898.699.426  

 PPh Psl. 25 Badan  
IDR 259.868 27.082.716.155.019  7.745.010.918.424  19.337.705.236.595  

USD 606  502.559.427   145.138.956   357.420.472  

 PPh Psl. 26  IDR 6.39 5.086.164.370.492  909.047.542.343  4.177.116.828.149  

 PPh Psl.4 Ayat (2)  
IDR 749.188 6.380.843.982.412  1.547.454.842.129  4.833.389.140.283  

USD 2 208.31 166.492 41.818 

 PPN  IDR 650.804 22.862.333.584.143  11.709.347.114.051  11.152.986.470.092  

 PPN Impor  IDR 289 88.724.534.265  28.980.340.483  59.744.193.782  

 PPn BM  IDR 15 18.115.301.229  699.559.016  17.415.742.213  

 PBB Perkebunan  IDR 7.599 3.060.896.819.546  3.060.896.819.546  0 

 PBB Kehutanan  IDR 1.207 888.010.812.531  888.010.812.531  0 

 PBB Pertambangan 

Migas  
IDR 7.805 18.103.871.902.656  18.103.871.902.656  0 

 PBB Sektor Lainnya  IDR 1.773 163.474.647.270  163.474.647.270  0 

 Bea Materai  IDR 526 269.959.668.859  37.532.425.431  232.427.243.428  

 PTLL  IDR 2 514.553.479  514.553.479  0 

 Bunga Penagihan 

PPh  

IDR 2.212 2.772.828.539.544  2.772.828.539.544  0 

USD 19  151.270.150   151.270.150  0 

 Bunga Penagihan 

PPN  
IDR 2.678 1.079.308.509.011  1.079.308.509.011  0 

 TOTAL  
IDR 2.922.128  99.052.637.578.352  52.180.047.292.229  46.872.590.286.123  

USD 629  654.561.063   296.834.874   357.726.189  

 

DJP, berdasarkan undang-undang, diberikan kewenangan untuk menerbitkan SKPKB yang atas pokok 

pajaknya dapat disetujui, disetujui sebagian, atau tidak disetujui seluruhnya oleh Wajib Pajak. Terhadap 

pajak terutang yang disetujui Wajib Pajak wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan. Selanjutnya atas 

pajak terutang yang tidak disetujui, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya hukum dan pajak terutang yang 

tidak disetujui tersebut tidak wajib dibayar sampai dengan ketetapan pajak atau upaya hukum yang 

dilakukan tersebut inkracht.  
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Dalam praktiknya sebagian Wajib Pajak membayar pajak terutang seluruhnya baik yang disetujui maupun yang 

tidak disetujui. Pembayaran tersebut dilakukan secara sukarela dan secara formal Wajib Pajak belum ada 

kewajiban untuk melunasi pajak terutang yang tidak disetujui tersebut. Berdasarkan karakteristik dari transaksi 

pembayaran pajak terutang yang tidak disetujui tersebut dalam pencatatannya diperlakukan sebagai 

pambayaran pajak secara self assessment dan diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya pembayaran. 

Nilai pembayaran terkait ketetapan pajak atas jumlah yang tidak disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir 

pemeriksaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.162.411.560.710,00. 

Wajib Pajak yang membayar atas pajak terutang yang tidak disetujui (dalam pembahasan akhir), apabila Wajib 

Pajak mengajukan upaya hukum dan dikabulkan,  maka atas pembayaran tersebut dapat diajukan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) setelah diterbitkan keputusan keberatan atau putusan 

banding yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). 

 

C.2.1.7. Piutang Bukan Pajak 

Jumlah Piutang Bukan Pajak Bruto Direktorat Jenderal Pajak Per 31 Desember 2020 yaitu sebesar 

Rp42.761.738,00 sedangkan Piutang Bukan Pajak Bruto per 31 Desember 2019 sebesar 

Rp3.567.303.825,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, 

barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan 

dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 

seluruhnya berasal dari Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 
Tabel V.C.2.1.7.a 

Perbandingan Piutang Bukan Pajak 
Per 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 
% Naik/ (Turun) 

Piutang Bukan Pajak 42.761.738 3.567.303.825 (3.524.542.087)      (98,80) 

 

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 

2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 213.809,00 dan Rp17.836.519,00 yang 

merupakan estimasi atas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak yang ditentukan oleh kualitas 

masing-masing piutang. Saldo penyisihan berasal dari penyisihan Piutang PNBP. Perhitungan Penyisihan 

Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut: 

 

Tabel V.C.2.1.7.b 
Penyisihan Piutang Tak Tertagih ð Piutang Bukan Pajak 

Per 31 Desember 2020 dan 2019 
 (dalam rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 

% Naik/ 

(Turun) 

Piutang Bukan Pajak (Bruto)          42.761.738           3.567.303.825   (3.524.542.087)      (98,80) 

Penyisihan Piutang Bukan Pajak           (213.809)           (17.836.519)      17.622.710       (98,80) 

Piutang Bukan Pajak (Neto)          42.547.929           3.549.467.306   (3.506.919.377)  (98,80) 
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C.2.1.8. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (BL-TP/TGR) 

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Bruto Direktorat Jenderal Pajak pada eRekon&LK sampai dengan tanggal 

jatuh tempo 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar 

Rp96.968.302,00 sehingga terjadi penurunan sebesar Rp66.724.561,00 atau sebesar 40,76 persen. Daftar 

BL-TP/TGR adalah sebagai berikut: 

Tabel V.C.2.1.7.a 
Bagian Lancar TP/TGR 

Per 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 
% Naik/ (Turun) 

Bagian Lancar TP/TGR 96.968.302  163.692.863    (66.724.561)  (40,76) 

 

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan 

estimasi atas Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) tidak tertagih 

yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan BL-TP/TGR Direktorat Jenderal 

Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp484.841,00 dan 

Rp818.465,00. Rincian Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TGR adalah sebagai berikut: 

  Tabel V.C.2.1.7.b 
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR 

Per 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 

% Naik/ 

(Turun) 

Bagian Lancar TP/TGR 96.968.302          163.692.863  (66.724.561) (40,76) 

Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR  (484.841)           (818.465)         333.624  (40,76) 

Bagian Lancar TP/TGR (Neto)       96.483.461          162.874.398      (66.390.937)      (40,76) 

 
 

  

C.2.1.9. Persediaan 

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp235.048.532.757,00. Nilai persediaan dinilai 

berdasarkan harga pembelian/perolehan terakhir. Nilai persediaan tersebut merupakan nilai persediaan dari 

seluruh Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Rincian persediaan Direktorat Jenderal Pajak 

berdasarkan jenis persediaannya per 31 Desember 2020 sebagaimana Tabel V.C.2.1.9 dan Grafik 

V.C.2.1.9 berikut:  

Tabel V.C.2.1.9. 

Jenis Persediaan 
Per 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 

% Naik/ 

(Turun) 

Barang Konsumsi 137.665.738.128 126.437.369.975 11.228.368.153 8,90  

Bahan untuk Pemeliharaan 2.676.915.837 2.516.565.393 160.350.444  6,37  

Suku Cadang 0 201.197.837 (201.197.837) (100,00) 
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Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

(Penurunan) 

% Naik/ 

(Turun) 

Pita Cukai, Meterai, dan Leges 92.996.047.177 0 92.996.047.177  0,00  

Barang Lainnya Untuk dijual atau 

diserahkan kepada Masyarakat 
0 64.764.247.816 (64.764.247.816) (100,00) 

Persediaan Lainnya 1.709.831.615 1.084.907.250 624.924.365  57,60  

Jumlah Persediaan 235.048.532.757 195.004.288.271 40.044.244.486  20,54  

 

Grafik V.C.2.1.9. 
Perbandingan Persediaan 

Per 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam jutaan rupiah) 

 
 

 

 

 

C.2.2. Aset Tetap 

Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (acquisition cost) dengan memperhitungkan 

penyusutan (depreciation). Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp38.538.271.588.272,00. 

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya sebagaimana Tabel V.C.2.2 dan Grafik V.C.2.2 di bawah ini. 

Tabel V.C.2.2. 
Aset Tetap 

Per 31 Desember 2020 dan 2019 
(dalam rupiah) 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 

% Naik/ 

(Turun) 

Tanah 31.596.716.165.318 31.622.622.505.495 (25.906.340.177) (0,08) 

Peralatan dan Mesin 5.176.178.776.239 4.821.139.672.381 355.039.103.858  7,36  

Gedung dan Bangunan 6.824.906.216.635 6.848.410.893.085 (23.504.676.450) (0,34) 

Jalan, Irigasi dan Jaringan 50.351.240.767 51.597.131.186 (1.245.890.419) (2,41) 

Aset Tetap Lainnya 3.583.580.862 3.586.019.250 (2.438.388) (0,07) 

Aset Tetap Renovasi 0 10.099.619.635 (10.099.619.635) (100,00) 
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Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 

% Naik/ 

(Turun) 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 14.008.070.504 27.076.006.131 (13.067.935.627) (48,26) 

Total Aset Tetap Bruto 43.665.744.050.325 43.384.531.847.163 281.212.203.162  0,65  

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 

Desember (selain tanah) 
(5.127.472.462.053) (4.719.137.424.264) (408.335.037.789) 8,65  

Nilai Buku Aset Tetap 38.538.271.588.272 38.665.394.422.899 (127.122.834.627) (0,33) 

 

Grafik V.C.2.2.a. 
Perbandingan Aset Tetap 

Per 31 Desember 2020 dan 2019  
  (dalam miliaran rupiah) 

 

 
 

Grafik V.C.2.2.b.  
Komposisi Aset Tetap 
  Per 31 Desember 2020 
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Per 31 Desember 2020 terdapat realisasi belanja modal neto sebesar Rp558.676.978.368,00 dengan rincian 

sebagai berikut: 

No MAK Uraian Realisasi Belanja Modal 

1. 5311 Belanja Modal Tanah  20.126.175.000  

2. 5321 Belanja Modal Peralatan dan Mesin  406.119.277.248  

3. 5331 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  24.648.779.490  

4. 5341 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan  221.664.250  

5. 5361 Belanja Modal Lainnya 107.561.082.380 

JUMLAH 558.676.978.368 

 

Selanjutnya, realisasi belanja modal sebagaimana tersebut di atas digunakan untuk transaksi penambahan 

aset sebagai berikut: 

Pembelian (101)   501.606.203.689     305.134.014.446 

Pengembangan Langsung (202)     6.573.416.205          5.363.676.005  

Perolehan Konstruksi Dalam Pengerjaan (502)     10.021.362.932          2.743.494.655  

Pengembangan Konstruksi Dalam Pengerjaan (503) 40.593.146.322         10.488.807.790  

Jumlah 558.794.129.148        323.729.992.896   

Selisih Belanja Modal dan Mutasi Tambah BMN (117.150.780) (81.077.000) 

Selisih sebesar Rp117.150.780,00 tersebut disebabkan antara lain karena adanya pembelian aset dengan 

menggunakan mata anggaran belanja 52, kesalahan pemilihan kode barang antara aset tetap dengan 

persediaan, dobel perekaman transaksi pembelian, serta kesalahan pemilihan jasa/barang. Seluruh kesalahan 

perekaman telah dilakukan perbaikan/koreksi, baik dengan perekaman koreksi pencatatan, reklasifikasi, 

maupun perolehan lainnya. 

 

C.2.2.1.    Tanah 

Saldo akhir Aset Tetap ï Tanah Per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.596.716.165.318,00 mengalami 

penurunan sebesar Rp25.906.340.177,00 atau 0,08 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp31.622.622.505.495,00. 

Rincian jumlah tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.1.a 

berikut: 

 

Tabel V.C.2.2.1.a. 
Rincian Aset Tetap ð Tanah Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

TANAH 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kantor Pusat DJP 13.954.911.540.000 13.954.911.540.000 0,00  

KPDDP Jambi 18.808.519.000 20.010.884.000 6,39  

KPDDP Makassar 94.330.078.000 94.330.078.000 0,00  

Kanwil DJP Aceh 141.502.954.000 142.108.768.877 0,43  

Kanwil DJP Sumatera Utara I 558.368.299.000 558.368.299.000 0,00  
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SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

TANAH 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kanwil DJP Sumatera Utara II 244.917.399.625 244.917.399.625 0,00  

Kanwil DJP Riau 222.701.382.000 222.701.382.000 0,00  

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 344.484.010.045 343.281.645.045 (0,35) 

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka 

Belitung 
500.515.389.938 499.890.625.813 (0,12) 

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 218.972.261.000 219.136.834.071 0,08  

Kanwil DJP Jakarta Pusat 1.215.931.869.000 1.215.931.869.000 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Barat 692.047.745.000 692.047.745.000 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 907.590.700.000 907.590.700.000 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Timur 579.489.303.000 579.489.303.000 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Utara 278.437.441.000 278.437.441.000 0,00  

Kanwil DJP Banten 596.378.582.000 596.378.582.000 0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat I 912.800.432.000 912.800.432.000 0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat II 424.617.198.000 424.898.298.000 0,07  

Kanwil DJP Jawa Tengah I 715.802.027.500 716.150.054.500 0,05  

Kanwil DJP Jawa Tengah II 541.474.910.000 540.783.260.000 (0,13) 

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 297.441.587.000 297.441.587.000 0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur I 1.393.737.790.504 1.393.737.790.504 0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur II 693.958.663.000 670.243.661.000 (3,42) 

Kanwil DJP Jawa Timur III 723.825.141.000 723.825.141.000 0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Barat 360.955.981.000 362.522.803.000 0,43  

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 401.185.304.000 383.009.866.000 (4,53) 

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 715.863.858.000 716.283.009.000 0,06  

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 512.237.081.577 512.237.081.577 0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan 

Malut 
543.001.653.500 542.228.594.500 (0,14) 

Kanwil DJP Bali 386.456.046.000 386.456.046.000 0,00  

Kanwil DJP Nusa Tenggara 315.107.373.326 316.511.452.326 0,45  

Kanwil DJP Papua dan Maluku 417.742.623.000 410.859.579.000 (1,65) 

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 558.200.775.000 558.200.775.000 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 569.615.090.000 569.615.090.000 0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat III 483.155.171.480 503.286.596.480 4,17  

Kanwil DJP Kepulauan Riau 86.056.327.000 86.091.952.000 0,04  

Jumlah 31.622.622.505.495 31.596.716.165.318 (0,08) 
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Mutasi Tanah per 31 Desember 2020 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Tabel V.C.2.2.1.b. 

Rincian Mutasi Aset Tetap ð Tanah 
Per 31 Desember 2020 

(dalam rupiah) 
 

 Uraian Kuantitas Rupiah 

 SALDO AWAL 3.419.453 31.622.622.505.495 

 Mutasi Tambah:   

100 Koreksi Saldo Awal  4.840   958.504.000  

101 Pembelian  14.444.075   20.205.312.500  

102 Transfer Masuk 22.021   115.098.683.000  

103 Hibah (Masuk) 19.505 658.732.546 

107 Reklasifikasi Masuk  25.884   97.465.951.000  

177 
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya 

ke Aset Tetap 
 2.550   5.928.503.000  

204 Koreksi Pencatatan Nilai  -    20.066.032.277  

208 Pengembangan Melalui KDP  -    176.175.000  

255 Koreksi Saldo Awal Migrasi IP  -    1.566.822.000  

  Mutasi Keluar:   

201 Pengurangan Nilai Aset  1.237  -   

302 Transfer Keluar  (21.183)  (155.930.843.000) 

304 Reklasifikasi Keluar  (25.365)  (97.465.951.000) 

305 Koreksi Pencatatan  (14.446.342)  (28.705.758.500) 

401 Penghentian dari Penggunaan  (2.550)  (5.928.503.000) 

  Saldo per 31 Desember 2020 3.444.125 31.596.716.165.318 

 

 

Saldo akhir Aset Tetap ï Tanah per 31 Desember 2020 adalah Rp31.596.716.165.318,00 mengalami 

penurunan sebesar Rp25.906.340.177,00 atau 0,08 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp31.622.622.505.495,00. Kuantitas Aset Tetap ï Tanah per 31 Desember 2020 sejumlah 3.444.125 meter 

persegi terdiri atas 3.323.882 meter persegi tanah persil, 106.989 meter persegi tanah non persil, dan 13.254 

meter persegi lapangan. 
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C.2.2.2.    Peralatan dan Mesin 

Saldo Aset Tetap ï Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.176.178.776.239,00. Rincian 

mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.2. 

berikut: 

Tabel V.C.2.2.2.a. 

Rincian Aset Tetap ð Peralatan dan Mesin Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 

(dalam rupiah) 

 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

PERALATAN DAN MESIN 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kantor Pusat DJP 945.453.170.830 1.162.058.452.205 22,91  

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 100.668.447.851 108.543.841.026 7,82  

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan 8.482.124.453 11.344.594.080 33,75  

KPDDP Jambi 19.532.782.830 19.126.901.033 (2,08) 

KPDDP Makassar 43.528.878.279 43.592.378.279 0,15  

Kanwil DJP Aceh 82.847.135.271 86.478.586.757 4,38  

Kanwil DJP Sumatera Utara I 97.759.117.530 104.689.150.987 7,09  

Kanwil DJP Sumatera Utara II 97.451.448.527 94.795.557.143 (2,73) 

Kanwil DJP Riau 83.769.959.432 89.728.934.507 7,11  

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 100.376.553.089 105.393.684.947 5,00  

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 134.362.418.913 138.547.798.256 3,11  

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 99.910.816.489 105.828.056.237 5,92  

Kanwil DJP Jakarta Pusat 192.837.090.300 190.835.283.113 (1,04) 

Kanwil DJP Jakarta Barat 100.170.467.011 101.907.395.849 1,73  

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 90.706.428.679 93.173.159.575 2,72  

Kanwil DJP Jakarta Timur 85.594.225.572 93.580.535.186 9,33  

Kanwil DJP Jakarta Utara 80.380.421.987 85.192.286.076 5,99  

Kanwil DJP Jakarta Khusus 83.585.448.204 91.622.786.900 9,62  

Kanwil DJP Banten 112.772.244.564 114.527.408.763 1,56  

Kanwil DJP Jawa Barat I 162.581.979.589 167.334.387.914 2,92  

Kanwil DJP Jawa Barat II 114.899.872.757 115.326.490.568 0,37  

Kanwil DJP Jawa Tengah I 174.399.279.584 183.110.379.736 4,99  

Kanwil DJP Jawa Tengah II 125.011.059.765 131.280.114.150 5,01  

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 62.792.558.324 64.306.086.961 2,41  

Kanwil DJP Jawa Timur I 131.231.809.331 140.727.091.690 7,24  

Kanwil DJP Jawa Timur II 167.315.836.099 174.335.959.961 4,20  

Kanwil DJP Jawa Timur III 148.706.568.462 142.900.298.586 (3,90) 

Kanwil DJP Kalimantan Barat 73.427.233.417 77.011.088.417 4,88 

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 115.762.644.119 117.153.618.837 1,2 

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 93.802.783.405 107.199.149.426 14,28 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 173.101.972.268 175.736.833.559 1,52 

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut 127.938.558.058 126.878.456.766 -0,83 

Kanwil DJP Bali 84.827.017.589 84.973.319.265 0,17 
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SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

PERALATAN DAN MESIN 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kanwil DJP Nusa Tenggara 120.969.222.498 124.178.953.338 2,65 

Kanwil DJP Papua dan Maluku 80.744.084.280 84.932.931.915 5,19 

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 75.858.226.274 73.365.294.465 (3,29) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 77.895.982.526 78.035.000.176 0,18 

Kanwil DJP Jawa Barat III 104.323.138.034 114.412.834.637 9,67 

Kanwil DJP Kepulauan Riau 45.360.666.191 52.013.694.953 14,67 

Saldo 4.821.139.672.381 5.176.178.776.239 7,36 

Akum. Penyusutan (4.168.099.176.913) (4.369.783.098.835) 4,84 

Nilai Buku 653.040.495.468 806.395.677.404 23,48 

 

Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 

Tabel V.C.2.2.1.b. 
Rincian Mutasi Aset Tetap ð Peralatan dan Mesin 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

 Uraian Kuantitas Rupiah 

 SALDO AWAL 560.630 4.821.139.672.381 

 Mutasi Tambah:   

100 Koreksi Saldo Awal 61      19.073.618.061  

101 Pembelian 27.126     437.558.068.746  

102 Transfer Masuk 4.218     168.709.236.648  

105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 3          29.797.000  

106 Pembatalan Penghapusan 78       2.731.851.950  

107 Reklasifikasi Masuk 1.498      25.028.704.637  

112 Perolehan Lainnya  256       3.039.991.035  

115 Reklasifikasi Masuk dari Persediaan 6         119.060.300  

177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 2.875     109.680.711.322  

202 Pengembangan Nilai Aset -        5.214.339.000  

208 Pengembangan Melalui KDP -            2.950.000  

209 Koreksi Manual 31  24.305.641 

  Mutasi Keluar: 
 

 

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas -         (134.019.469) 

301 Penghapusan  (11)        (18.758.015) 

302 Transfer Keluar  (4.160)  (168.087.836.248) 

303 Hibah Keluar  (2)       (113.542.000) 

304 Reklasifikasi Keluar  (1.525)    (22.713.917.767) 

305 Koreksi Pencatatan  (75)     (3.125.515.620) 

306 Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola -                    -   

315 Reklasifikasi Keluar Ke Persediaan  (15)        (25.562.000) 

369 Penghapusan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra  (2)        (31.416.880) 

401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan  (37.764)  (221.922.962.483) 

  Saldo per 31 Desember 2020 553.228 5.176.178.776.239 
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Saldo Aset Tetap ï Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.176.178.776.239,00 telah 

dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp4.369.783.098.835,00 sehingga nilai bukunya menjadi 

sebesar Rp806.395.677.404,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp355.039.103.858,00 (tidak 

termasuk penyusutan) atau 7,36 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp4.821.139.672.381,00. 

C.2.2.3.  Gedung dan Bangunan 

Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.824.906.216.635,00. Rincian 

mutasi Gedung dan Bangunan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana tabel 

berikut: 

Tabel V.C.2.2.3.a. 

Rincian Aset Tetap ð Gedung dan Bangunan Menurut Kantor Wilayah 
Per 31 Desember 2020 

(dalam rupiah) 
 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

GEDUNG DAN BANGUNAN 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kantor Pusat DJP 1.352.072.152.021 1.342.804.146.023       (0,7) 

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 76.891.296.300 76.891.296.300        -   

KPDDP Jambi 61.005.133.400 62.149.389.400        1,9  

KPDDP Makassar 51.850.248.750 51.850.248.750        -   

Kanwil DJP Aceh 102.371.723.309 100.171.457.953       (2,1) 

Kanwil DJP Sumatera Utara I 202.467.590.193 202.294.299.807       (0,1) 

Kanwil DJP Sumatera Utara II 85.497.370.600 84.834.573.600       (0,8) 

Kanwil DJP Riau 57.719.279.280 57.163.929.280       (1,0) 

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 128.490.253.408 125.990.325.288       (1,9) 

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 195.102.140.757 195.626.181.267        0,3  

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 112.060.699.569 114.451.458.011        2,1  

Kanwil DJP Jakarta Pusat 467.044.808.500 467.044.808.500        -   

Kanwil DJP Jakarta Barat 178.996.948.701 176.719.449.701       (1,3) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 158.323.853.806 159.005.192.131        0,4  

Kanwil DJP Jakarta Timur 106.652.576.000 106.124.588.000       (0,5) 

Kanwil DJP Jakarta Utara 130.721.132.000 130.722.642.000        0,0  

Kanwil DJP Jakarta Khusus 168.039.140.000 168.039.140.000        -   

Kanwil DJP Banten 136.030.043.703 136.135.302.703        0,1  

Kanwil DJP Jawa Barat I 183.917.925.992 190.715.227.178        3,7  

Kanwil DJP Jawa Barat II 107.220.652.892 107.310.089.892        0,1  

Kanwil DJP Jawa Tengah I 195.007.934.670 192.073.852.670       (1,5) 

Kanwil DJP Jawa Tengah II 141.503.903.750 141.501.401.750       (0,0) 

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 103.056.765.000 125.434.374.592       21,7  

Kanwil DJP Jawa Timur I 158.324.592.697 157.419.288.000       (0,6) 

Kanwil DJP Jawa Timur II 246.837.103.900 241.871.238.342       (2,0) 

Kanwil DJP Jawa Timur III 195.797.418.237 188.406.655.237       (3,8) 

Kanwil DJP Kalimantan Barat 59.127.838.000 59.467.198.000        0,6  

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 145.091.732.717 145.698.919.470        0,4  

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 161.901.724.429 164.466.377.572        1,6  
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SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

GEDUNG DAN BANGUNAN 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 199.334.429.170 199.379.585.170        0,0  

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan 

Malut 
213.207.748.874 196.117.433.766       (8,0) 

Kanwil DJP Bali 100.486.015.523 100.522.517.523        0,0  

Kanwil DJP Nusa Tenggara 174.209.409.111 174.219.220.111        0,0  

Kanwil DJP Papua dan Maluku 218.481.573.849 215.250.254.077       (1,5) 

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 164.815.144.000 164.815.144.000        -   

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 96.092.349.000 95.282.235.980       (0,8) 

Kanwil DJP Jawa Barat III 172.093.939.036 166.849.725.650       (3,0) 

Kanwil DJP Kepulauan Riau 40.566.301.941 40.087.048.941       (1,2) 

Saldo 6.848.410.893.085 6.824.906.216.635       (0,3) 

Akum. Penyusutan (529.683.908.677) (734.153.825.619)       38,6  

Nilai Buku 6.318.726.984.408 6.090.752.391.016       (3,6) 

 

Tabel V.C.2.2.3.b. 

Rincian Mutasi Aset Tetap ð Gedung dan Bangunan 
per 31 Desember 2020 

 Uraian Kuantitas Rupiah 

  SALDO AWAL 4.876 6.848.410.893.085 

  Mutasi Tambah:   

100 Koreksi Saldo Awal 2        808.330.000  

101 Pembelian 14      1.915.573.341  

102 Transfer Masuk 45      6.219.404.116  

103 Hibah (Masuk) 9      1.370.358.510  

105 Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP 5     27.574.708.435  

107 Reklasifikasi Masuk 113     46.312.337.552  

130 Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi 2        361.964.000  

177 Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap 10        337.548.000  

202 Pengembangan Nilai Aset -  1.359.077.205  

206 Penerimaan Aset Tetap Renovasi -  99.450.000  

208 Pengembangan Melalui KDP - 13.335.475.810  

258 Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Ditemukan 1  858.276.591  

  Mutasi Keluar:     

204 Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas -  (4.439.789.297) 

209 Koreksi Manual (1)  (1.866.567.411) 

232 Koreksi Transfer Masuk -  (1.028.483.000) 

254 Koreksi Non Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP -  (4.018.146.000) 

255 Koreksi Revaluasi Saldo Awal Migrasi IP 3  (12.930.550.000) 

259 
Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang Tidak 

Ditemukan 
-  (246.091.622) 

302 Transfer Keluar (29)  (10.784.252.000) 

304 Reklasifikasi Keluar (115)  (47.359.015.552) 

305 Koreksi Pencatatan (23)  (14.950.442.012) 
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 Uraian Kuantitas Rupiah 

334 Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi (3)  1.086.777.000  

401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (79)  (27.520.620.116) 

 
Saldo Per 31 Desember 2020 4.832 6.824.906.216.635 

Saldo Aset Tetap ï Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.824.906.216.635,00 

dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp734.153.825.619,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar 

Rp6.090.752.391.016,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp23.504.676.450,00 (tidak 

termasuk penyusutan) atau 0,3 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp6.848.410.893.085,00. 

 

C.2.2.4.  Jalan Irigasi dan Jaringan 

C.2.2.4.1    Jalan dan Jembatan 

Jumlah Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.446.406.362,00 Rincian mutasi Jalan dan 

Jembatan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.1.a berikut: 

Tabel V.C.2.2.4.1.a. 
Rincian Aset Tetap ð Jalan dan Jembatan Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

JALAN DAN JEMBATAN 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kantor Pusat DJP 93.320.000 161.213.000 72,75 

Kanwil DJP Aceh 339.073.000 339.073.000 - 

Kanwil DJP Sumatera Utara I 2.002.569.000 2.069.453.000 3,34 

Kanwil DJP Sumatera Utara II 490.101.000 490.101.000 - 

Kanwil DJP Riau 156.421.000 156.421.000 - 

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 574.319.281 583.884.562 1,67 

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 39.274.000 39.274.000 - 

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 499.879.000 499.879.000 - 

Kanwil DJP Banten 206.284.000 206.284.000 - 

Kanwil DJP Jawa Barat I 115.981.000 115.981.000 - 

Kanwil DJP Jawa Barat II 32.084.000 32.084.000 - 

Kanwil DJP Jawa Tengah I 594.868.800 594.868.800 - 

Kanwil DJP Jawa Tengah II 659.350.000 659.350.000 - 

Kanwil DJP Kalimantan Barat 75.699.000 75.699.000 - 

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 34.760.000 34.760.000 - 

Kanwil DJP Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara 1.355.813.000 1.355.813.000 - 

Kanwil DJP Sulawesi Utara Tengah Gorontalo dan Malut 980.765.000 979.598.000 (0,12) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 1.052.670.000 1.052.670.000 - 

Saldo 9.303.231.081 9.446.406.362 1,52 

Akum. Penyusutan (5.239.006.215) (7.436.931.629) 29,55  

Nilai Buku 4.064.224.866 2.009.474.733  (102,25) 
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Tabel V.C.2.2.4.1.b. 

Rincian Mutasi Aset Tetap ð Jalan dan Jembatan 
Per 31 Desember 2020 

(dalam rupiah) 

 URAIAN JUMLAH RUPIAH 

  SALDO AWAL 39.052 9.303.231.081 

  Mutasi Tambah:     

255 Koreksi Reval Saldo Awal Migrasi IP 0  65.717.000  

258 Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang 

Ditemukan 

0  77.458.281  

  Mutasi Keluar:     

 NIHIL   

  Saldo per 31 Desember 2020 39.052 9.446.406.362 

 

Saldo Aset Tetap ï Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.446.406.362,00. Nilai tersebut 

mengalami kenaikan (tidak termasuk penyusutan) dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp143.175.281,00 atau sebesar 1,54 persen. Kuantitas Aset Tetap ï Jalan dan Jembatan per 31 Desember 

2020 sebanyak 39.052 meter persegi yang terdiri atas 39.052 meter persegi jalan. 
 

 

C.2.2.4.2    Irigasi 

Jumlah Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.993.283.582,00. Rincian mutasi Irigasi yang dimiliki 

Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana V.C.2.2.4.2. berikut: 

Tabel V.C.2.2.4.2.a. 
Rincian Aset Tetap ð Irigasi Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

 IRIGASI  

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
 % NAIK/ 

(TURUN)  

Kantor Pusat DJP 29.138.000 29.138.000,00  0,00  

KPDDP Makassar 72.302.000 72.302.000,00  0,00  

Kanwil DJP Aceh 177.925.000 177.925.000,00  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Utara I 27.467.000 27.467.000,00  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Utara II 29.553.000 105.504.000,00  257,00  

Kanwil DJP Riau 375.738.000 375.738.000,00  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 141.676.000 135.985.000,00  (4,02) 

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka 

Belitung 
29.650.000 29.650.000,00  0,00  

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 177.665.000 177.665.000,00  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Pusat 15.052.000 15.052.000,00  0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat I 315.761.000 291.773.000,00  (7,60) 

Kanwil DJP Jawa Barat II 164.346.000 164.346.000,00  0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah I 111.453.000 111.453.000,00  0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur II 351.018.000 351.018.000,00  0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur III 8.675.000 8.675.000,00  0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Barat 60.945.000 60.945.000,00  0,00  
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SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

 IRIGASI  

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
 % NAIK/ 

(TURUN)  

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 232.520.000 232.520.000,00  0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 6.503.000 6.503.000,00  0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 138.641.000 138.641.000,00  0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo 

dan Malut 
92.793.582 92.793.582,00  0,00  

Kanwil DJP Bali 21.194.000 21.194.000,00  0,00  

Kanwil DJP Nusa Tenggara 10.342.000 10.342.000,00  0,00  

Kanwil DJP Papua dan Maluku 212.241.000 1.339.061.000,00  530,92  

Kanwil DJP Jawa Barat III 8.603.000 8.603.000,00  0,00  

Kanwil DJP Kepulauan Riau 8.990.000 8.990.000,00  0,00  

Saldo 2.820.191.582 3.993.283.582,00  41,6 

Akum. Penyusutan (327.571.641) (471.520.819,00) 44,4 

Nilai Buku 2.492.619.941 3.521.762.763,00 41,23 

 

Tabel V.C.2.2.4.2.b. 
Rincian Mutasi Aset Tetap ð Irigasi Per Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

 URAIAN JUMLAH RUPIAH 

 SALDO AWAL 77 2.820.191.582 

  Mutasi Tambah:   

107 Reklasifikasi Masuk 2   1.046.678.000  

208 Pengembangan Melalui KDP -     156.093.000  

  Mutasi Keluar   

259 Koreksi Saldo Awal Migrasi Barang 

Tidak Ditemukan 
-      (8.254.000) 

304 Reklasifikasi Keluar                                                                                                               (2)      (3.300.000) 

401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan                                                                                                         (2)     (18.125.000) 

  Saldo per 31 Desember 2020 75 3.993.283.582 

 

Saldo Aset Tetap ï Irigasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.993.283.582,00 dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar Rp471.520.819,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp3.521.762.763,00. Nilai 

tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.173.092,00 (tidak termasuk penyusutan) atau sebesar 41,6 

persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.820.191.582,00. Kuantitas Aset Tetap ï Irigasi 

per 31 Desember 2020 sebanyak 75 unit yang terdiri atas 2 unit bangunan air irigasi, 1 unit bangunan 

pengairan pasang surut, 5 unit bangunan pengaman sungai/pantai & penanggulangan bencana alam, 20 

unit bangunan pengembangan sumber air dan air, 34 unit bangunan air bersih/air baku, dan 13 unit 

bangunan air kotor. 

 

C.2.2.4.3.      Jaringan 

Jumlah Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.911.550.823,00. Rincian mutasi Jaringan yang 

dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.4.3. berikut: 
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Tabel V.C.2.2.4.3.a. 
Rincian Aset Tetap ð Jaringan Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

JARINGAN 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kantor Pusat DJP 14.499.728.028 12.046.733.028  (16,92) 

KPDDP Jambi 20.625.000 20.625.000  0,00  

KPDDP Makassar 4.950.000 4.950.000  0,00  

Kanwil DJP Aceh 110.000.000 110.000.000  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Utara I 599.920.577 599.920.577  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Utara II 436.126.810 436.126.810  0,00  

Kanwil DJP Riau 649.598.760 649.598.760  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 202.677.300 202.677.300  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 356.998.800 356.998.800  0,00  

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 84.705.500 84.705.500  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Pusat 103.482.408 103.482.408  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Barat 196.091.500 174.861.500  (10,83) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 593.369.000 593.369.000  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Timur 328.134.000 361.734.000  10,24  

Kanwil DJP Jakarta Utara 74.671.000 74.671.000  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Khusus 96.800.000 96.800.000  0,00  

Kanwil DJP Banten 406.039.810 406.039.810  0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat I 120.165.250 126.956.250  5,65  

Kanwil DJP Jawa Barat II 440.401.302 440.401.302  0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah I 2.451.105.612 2.451.105.612  0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah II 745.155.000 745.155.000  0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur I 41.497.000 41.497.000  0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur II 332.828.210 332.828.210  0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur III 811.794.360 811.794.360  0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Barat 592.502.600 592.502.600  0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 3.094.547.519 3.094.547.519  0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 282.893.000 282.893.000  0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 1.028.215.045 1.028.215.045  0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut 4.958.216.147 4.958.216.147  0,00  

Kanwil DJP Bali 393.978.243 393.978.243  0,00  

Kanwil DJP Nusa Tenggara 621.416.292 621.416.292  0,00  

Kanwil DJP Papua dan Maluku 3.788.096.950 3.788.096.950  0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat III 682.385.700 554.062.000  (18,81) 

Kanwil DJP Kepulauan Riau 324.591.800 324.591.800  0,00  

Saldo 39.473.708.523 36.911.550.823  (6,49) 

Akum. Penyusutan (15.383.170.990) (15.559.149.311) 1,14  

Nilai Buku 24.090.537.533 21.352.401.512  (11,37) 
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Tabel V.C.2.2.6.b. 
Rincian Mutasi Aset Tetap ð Jaringan 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

  URAIAN JUMLAH RUPIAH 

  SALDO AWAL 1.346 39.473.708.523 

  Mutasi Tambah:    

107 Reklasifikasi Masuk 1 33.600.000 

177 
Reklasifikasi dari Aset Lainnya Ke Aset 

Tetap 
1      6.791.000 

  Mutasi Keluar:     

304 Reklasifikasi Keluar (1) (2.452.995.000) 

401 Penghentiaan Aset Dari Penggunaan  (167)  (149.553.700) 

  Saldo per 31 Desember 2020 1.180 36.911.550.823 

 

Saldo Aset Tetap ï Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp36.911.550.823,00 telah dikurangi akumulasi 

penyusutan sebesar Rp15.559.149.311,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar Rp21.352.401.512,00. 

Nilai tersebut mengalami mengalami penurunan sebesar Rp2.562.157.700,00 (tidak termasuk penyusutan) 

atau 6,49 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp39.473.708.523,00. Kuantitas Aset Tetap 

ï Jaringan per 31 Desember 2020 sejumlah 1.180 unit yang sebagian besar terdiri atas 828 unit instalasi lain, 

158 unit jaringan listrik, dan 99 unit instalasi gardu listrik, dan lain-lain. 

 

C.2.2.5.    Aset Tetap Lainnya 

Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.583.580.862,00. Rincian mutasi Aset Tetap 

Lainnya yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.8. berikut: 

 

Tabel V.C.2.2.5.a. 
Rincian Aset Tetap ð Aset Tetap Lainnya Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

 ASET TETAP LAINNYA  

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
 % NAIK/ 

(TURUN)  

Kantor Pusat DJP 1.221.081.491 1.221.081.491  0,00  

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 59.404.615 59.404.615  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Utara I 97.475.280 97.475.280  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Utara II 3.330.000 3.330.000  0,00  

Kanwil DJP Riau 20.086.000 20.086.000  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 65.605.000 65.605.000  0,00  

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka 

Belitung 
15.746.955 15.746.955  0,00  

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 27.846.500 27.846.500  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Pusat 110.098.261 110.098.261  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Barat 8.250.000 8.250.000  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 83.852.500 100.352.500  19,68  

Kanwil DJP Jakarta Timur 8.925.000 8.925.000  0,00  
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SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

 ASET TETAP LAINNYA  

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
 % NAIK/ 

(TURUN)  

Kanwil DJP Jakarta Utara 1.540.000 1.540.000  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Khusus 85.996.889 85.996.889  0,00  

Kanwil DJP Banten 20.050.200 20.050.200  0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat I 640.614.700 640.614.700  0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat II 49.645.000 49.645.000  0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah I 76.144.000 76.144.000  0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah II 116.169.352 104.536.852  (10,01) 

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 14.585.000 14.585.000  0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur I 54.953.800 54.953.800  0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur II 60.151.165 60.151.165  0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur III 3.156.700 3.156.700  0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Barat 3.372.250 3.372.250  0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 63.317.408 63.317.408  0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 13.200.000 13.200.000  0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 72.500.000 72.500.000  0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo 

dan Malut 
82.598.598 77.579.098  (6,08) 

Kanwil DJP Bali 83.895.640 83.295.640  (0,72) 

Kanwil DJP Nusa Tenggara 12.969.000 12.969.000  0,00  

Kanwil DJP Papua dan Maluku 84.232.388 83.286.000  (1,12) 

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 2.689.500 2.689.500  0,00  

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 21.240.000 20.500.000  (3,48) 

Kanwil DJP Jawa Barat III 15.492.500 15.492.500  0,00  

Kanwil DJP Kepulauan Riau 285.803.558 285.803.558  0,00  

Saldo 3.586.019.250 3.583.580.862  (0,07) 

Akum. Penyusutan (404.589.828) (67.935.840) (83,21) 

Nilai Buku 3.181.429.422 3.515.645.022  10,51  

 

Saldo Aset Tetap ï Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.583.580.862,00 dikurangi 

akumulasi penyusutan sebesar Rp67.935.840,00 sehingga nilai bukunya menjadi sebesar 

Rp3.515.645.022,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.438.388,00 atau 0,07 persen dari saldo 

akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.586.019.250,00. 

 

C.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp14.008.070.504,00. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 

dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.6. berikut: 
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Tabel V.C.2.2.6.a. 
Rincian Aset Tetap ð Konstruksi Dalam Pengerjaan Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kantor Pusat DJP 48.269.730 48.269.730 0,00  

Kanwil DJP Aceh 3.632.073.460 4.643.086.972 27,84  

Kanwil DJP Sumatera Utara II - 1.411.154.945 0,00  

Kanwil DJP Banten  195.890.000 0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah I - 119.601.200 0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah II - 274.972.079 0,00  

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 22.377.609.592 - (100,00)  

Kanwil DJP Jawa Timur II - 86.984.000 0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 104.433.400 34.155.000 (67,29) 

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 853.241.949 853.241.949 0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut - 557.107.300 0,00  

Kanwil DJP Nusa Tenggara 60.378.000 4.314.176.446 7.045,28  

Kanwil DJP Jawa Barat III - 1.469.430.883 0,00  

Jumlah 27.076.006.131 14.008.070.504 (48,26) 

 

Tabel V.C.2.2.6.b. 
Rincian Mutasi Aset Tetap ð Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Per 31 Desember 2020 
(dalam rupiah) 

  URAIAN RUPIAH 

  SALDO AWAL 27.076.006.131 

  Mutasi Tambah:   

502 Perolehan/Penambahan KDP                                 9.956.562.932  

503 Pengembangan KDP                                    17.732.985.408  

504 Koreksi Nilai KDP Bertambah                                    6.814.279.588 

510 Perolehan Lainnya KDP     2.665.742.316  

514 Reklasifikasi Masuk KDP         9.550.000  

  Mutasi Keluar:   

505 Penghapusan/ Penghentian KDP                              (8.939.481.626)  

564 Koreksi Nilai KDP Berkurang        (4.975.000) 

599 Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi  (41.302.599.245) 

  Saldo per 31 Desember 2020 14.008.070.504 

 
Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp14.008.070.504,00, sedangkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp27.076.006.131,00 sehingga 

mengalami penurunan sebesar Rp13.067.935.627,00 atau 48,26 persen. 
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C.2.2.7. Aset Tetap Dalam Renovasi 

Jumlah Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Rincian mutasi Aset Tetap Dalam 

Renovasi yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.2.7. berikut: 

 
Tabel V.C.2.2.7 

Rincian Aset Tetap ð Aset Tetap Dalam Renovasi Menurut Kantor Wilayah 
Per 31 Desember 2020 

(dalam rupiah) 

NO 
SATUAN KERJA ATAU KANTOR 

WILAYAH 

A S E T  T E T A P  D A L A M  R E N O V A S I 

SALDO AWAL 
MUTASI 

TAMBAH 

MUTASI 

KURANG 

SALDO 

AKHIR 

% NAIK 

(TURUN) 

1 KPP Madya Semarang 10.099.619.635 - 10.099.619.635 0 (100) 

  JUMLAH 0   0     0  0  (100,00) 

  AKUMULASI PENYUSUTAN 0    

  NILAI NETO 0    

 

Saldo Aset Tetap ï Aset Tetap Dalam Renovasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00. Nilai tersebut 
mengalami penurunan sebesar Rp10.099.619.635,00 atau 100 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 
sebesar Rp10.099.619.635,00. 

 
 

 

C.2.3. Piutang Jangka Panjang 

C.2.3.1. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi 

Jumlah Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) bruto Direktorat Jenderal Pajak per 31 

Desember 2020 adalah sebesar Rp846.955.583,00 Sedangkan TP/TGR bruto per 31 Desember 2019 sebesar 

Rp740.957.723,00 sehingga TP/TGR mengalami kenaikan sebesar Rp105.997.860,00. 

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 

31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp728.622.418,00 dan 

Rp730.046.271,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ 

Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang TP/TGR. 

 

C.2.4. Aset Lainnya 

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Lancar, Investasi permanen dan Aset 

Tetap pada tanggal neraca. Aset Lainnya terdiri atas Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain (Aset Tetap yang 

Tidak Digunakan). Aset Lainnya neto per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp216.313.313.447,00. 
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Tabel V.C.2.4. 

Rincian Aset Lainnya 
Per 31 Desember 2020 dan 2019 

(dalam rupiah) 
 

Uraian 31 Desember 2020 31 Desember 2019 
Kenaikan/ 

Penurunan 

 % Naik/ 

(Turun)  

Aset Tak Berwujud 476.600.633.738  400.956.727.771  75.643.905.967       18,87  

Aset Tak Berwujud Dalam 

Pengerjaan 
23.000.050.914  139.890.000  22.860.160.914    16.341,53  

Aset Lain-lain 510.395.286.735  785.606.710.213  (275.211.423.478)     (35,03) 

Total Aset Lainnya Bruto 1.009.995.971.387  1.186.703.327.984  (176.707.356.597)     (14,89) 

Akumulasi Penyusutan (470.679.990.761) (736.338.541.122) 265.658.550.361      (36,08) 

Akumulasi Amortisasi (323.002.667.179) (258.966.881.536) (64.035.785.643)      24,73  

Nilai Buku Aset  Lainnya 216.313.313.447  191.397.905.326  24.915.408.121       13,02  

 

 

C.2.4.1. Aset Tak Berwujud 

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud 

fisik. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah Rp476.600.633.738,00 yang terdiri dari: Software, 

Lisensi dan Aset Tak Berwujud Lainnya dengan penjelasan sebagaimana dibawah ini. 

 

C.2.4.1.1. Software 

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Software pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp197.223.732.668,00. Rincian tersebut dapat dilihat sebagaimana Tabel V.C.2.4.1.1 berikut: 

 
Tabel V.C.2.4.1.1 

Rincian Aset Tak Berwujud ð Software Menurut Kantor Wilayah 
Per 31 Desember 2020 

(dalam rupiah) 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

SOFTWARE 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kantor Pusat DJP 142.885.466.875 160.659.116.935 12,44  

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 28.300.656.527 29.053.056.527 2,66  

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan 1.871.766.687 1.871.766.687 0,00  

Kanwil DJP Aceh 20.871.588 9.196.188 (55,94) 

Kanwil DJP Sumatera Utara I 25.520.000 25.520.000 0,00  

Kanwil DJP Sumatera Utara II 124.397.900 124.397.900 0,00  

Kanwil DJP Riau 227.477.732 274.777.732 20,79  

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 76.723.971 64.043.200 (16,53) 

Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung 42.890.300 30.248.841 (29,47) 

Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung 18.017.030 18.017.030 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Pusat 44.378.100 47.190.000 6,34  
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 LAPORAN KEUANGAN 
Direktorat Jenderal Pajak TA 2020 Audited 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

SOFTWARE 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kanwil DJP Jakarta Barat 396.480.610 280.898.330 (29,15) 

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 727.478.304 727.478.304 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Timur 15.400.000 15.400.000 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Utara 121.635.030 121.635.030 0,00  

Kanwil DJP Jakarta Khusus 61.369.000 61.369.000 0,00  

Kanwil DJP Banten 12.584.000 12.584.000 0,00  

Kanwil DJP Jawa Barat I 289.001.875 349.050.765 20,78  

Kanwil DJP Jawa Barat II 11.050.000 11.050.000 0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah I 87.999.200 87.999.200 0,00  

Kanwil DJP Jawa Tengah II 115.374.600 115.374.600 0,00  

Kanwil DJP D.I. Yogyakarta 76.879.000 76.879.000 0,00  

Kanwil DJP Jawa Timur I 138.166.600 77.116.600 (44,19) 

Kanwil DJP Jawa Timur II 444.190.450 303.480.250 (31,68) 

Kanwil DJP Kalimantan Barat 94.919.660 94.919.660 0,00  

Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah 794.578.840 1.171.621.330 47,45  

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara 62.421.000 62.421.000 0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara 64.930.000 64.930.000 0,00  

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut 178.713.662 178.713.662 0,00  

Kanwil DJP Bali 37.952.500 37.952.500 0,00  

Kanwil DJP Nusa Tenggara 446.367.743 446.367.743 0,00  

Kanwil DJP Papua dan Maluku 106.334.624 106.334.624 0,00  

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 31.955.000 37.955.000 18,78  

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 337.584.030 335.364.030 (0,66) 

Kanwil DJP Jawa Barat III 269.507.000 269.507.000 0,00  

Saldo 178.561.039.438 197.223.732.668  10,45  

Akum. Amortisasi (173.464.020.068) (191.178.402.103) 10,21  

Nilai Buku 5.097.019.370 6.045.330.565  18,61  

 

Saldo Aset Tak Berwujud ï Software per 31 Desember 2020 sebesar Rp197.223.732.668,00 mengalami 

kenaikan sebesar Rp18.662.693.230,00 atau 10,45 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar  

Rp178.561.039.438,00. 
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  LAPORAN KEUANGAN 
Direktorat Jenderal Pajak TA 2020 Audited 

C.2.4.1.2. Lisensi 

Jumlah Aset Tetap Tak Berwujud - Lisensi pada Direktorat Jenderal Pajak per 31 Desember 2020 sebesar 

Rp279.145.257.394,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada Tabel V.C.2.4.1.2 berikut: 

Tabel V.C.2.4.1.2 
Rincian Aset Tak Berwujud ð Lisensi Menurut Kantor Wilayah 

Per 31 Desember 2020 

SATUAN KERJA ATAU KANTOR WILAYAH 

LISENSI 

SALDO AWAL SALDO AKHIR 
% NAIK/ 

(TURUN) 

Kantor Pusat DJP 209.974.436.095 258.341.606.853 23,03  

Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan 11.789.229.060 11.864.992.579 0,64  

Kanwil DJP Aceh 58.256.000 58.256.000 -   

Kanwil DJP Sumatera Utara I - 185.356.440 -   

Kanwil DJP Riau - 197.314.920 -   

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi 11.985.819 11.985.819 -   

Kanwil DJP Jakarta Pusat 24.211.000 382.818.380 1.481,18  

Kanwil DJP Jakarta Barat 12.105.500 323.025.980 2.568,42  

Kanwil DJP Jakarta Selatan I 36.196.819 341.138.059 842,45  

Kanwil DJP Jakarta Timur 60.527.500 389.385.700 543,32  

Kanwil DJP Jakarta Utara 6.052.750 328.931.710 5.334,42  

Kanwil DJP Jakarta Khusus - 2.995.599.240 -   

Kanwil DJP Banten 23.971.638 215.307.318 798,18  

Kanwil DJP Jawa Barat I 30.749.999 305.795.039 894,46  

Kanwil DJP Jawa Barat II - 298.962.000 -   

Kanwil DJP Jawa Tengah I - 275.045.040 -   

Kanwil DJP Jawa Timur I - 191.335.680 -   

Kanwil DJP Jawa Timur II - 245.148.840 -   

Kanwil DJP Jawa Timur III - 209.273.400 -   

Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara - 149.481.000 -   

Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara - 191.335.680 -   

Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Malut 22.274.925 22.274.925 -   

Kanwil DJP Bali - 191.335.680 -   

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 6.052.750 1.321.559.060 21.734,03  

Kanwil DJP Jakarta Selatan II 54.115.707 48.062.957  (11,18) 

Kanwil DJP Jawa Barat III 47.943.276 47.943.276 -   

Kanwil DJP Kepulauan Riau 11.985.819 11.985.819 -   

Saldo 222.170.094.657 279.145.257.394 25,64  

Akum. Amortisasi (85.502.861.468)  (116.640.703.156)  21,72  

Nilai Buku 136.667.233.189 145.608.794.845 6,54  

 

Saldo Aset Tak Berwujud - Lisensi Per 31 Desember 2020 sebesar Rp279.145.257.394,00 mengalami 

kenaikan sebesar Rp56.975.162.737,00 atau 25,64 persen dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar 

Rp222.170.094.657,00. 
 










































































































